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ABSTRAK

Nama : Al Renata
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul TINJAUAN MENGENAI KETENTUAN TERKAIT

PENGAMBILAN MINUTA AKTA NOTARIS UNTUK
KEPENTINGAN PROSES PERADILAN

Studi Analisis Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusita Nomor M.O3.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang
Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat Akta untuk
kepentingan pihak-pihak yang meminta jasanya dan berkewajiban menyimpan asli
Akta Notaris, yaitn Minuta Akta Notaris dan mempunyai rahasia jabatan. Dalam
menjalankan jabatannya, Notaris tidak terlepas dari kemungkinan diperlukannya
Minuta Akta Notaris yang bersangkutan untuk kepentingan proses peradilan oleh
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Penelitian ini menganalisis ketentuan
Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Permenkumham
Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Pengambilan Minuta Akta Notaris tentunya
tidak terlepas dari prosedur dan syarat-syarat yang ditental:an perundang-
undangan yang berlaku; juga perlu diketahui kedudukan Minuta Akta Notaris, dan
perlindungan hukum bagi Notaris yang bersangkutan, sehingga diperlukan suatu
penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan
menggunakan metode kepustakaan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, suatu
Minuta Akla diperlukan adalah dalam hal mendukung pembuktian dalam proses
peradilan serta adanya dugaan suaftu tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta
Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akla Notaris. Minuta Akta
Notaris merupakan alat bukti yang sempurna sepamjang tidak dibuktikan
sebaliknya. Perlindungan hukum bagi Notaris tertihat dari ketentuan yang telah
mengatur bahwa selama ada ijin dari Majelis Pengawas Daerah di wilayah mana
Notaris yang bersangkutan berkedudukan, Notaris dapat memberikan Minuta
Akta Notaris untuk dilakukan pencocokan, dengan Minuta Akta tetap dibawa oleh
Notaris. Untuk kepentingan semua pihak, hendaknya dilakukan sosialisasi
mengenai ketentuan yang berlaku mengenai pengambilan Minuta Akta dan
fotokopi Minuta Akta Notaris.

Kata kunci:

Akta, Akta Notaris, Minula Akta Notaris, Notaris, Pengambilan
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ABSTRACT

Name : Alfi Renata

Study Program : Magister Kenotariatan

Title REVIEW ON THE PROVISIONS RELATED TO MINUTES
OF NOTARIAL DEED RETRIEVAL FOR THE BENEFIT OF
JUDICIAL PROCESS

Study on Article 66 of Law Number 30 Year 2004 on the Notary
Duty and Regulation of the Minister of Justice and Human
Rights Year 2007 Number M.03.HT.03.10 on the Retreval of
the Minutes of Notarial Deed and the Summons for Notary

Notary is a public official who’s authorized to make Deed for the benefit of the
parties and has an obligation to save the original Notarial Deed (Minutes of
Notarial Deed) and to secrecy. In performing the duty, notary faces the possibility
that the Minutes of Notarial Deed are needed for the benefit of judicial process by
the Investigator, Prosecutor and Judge. This research analyzes the provisions of
Article 66 of Law Number 30 Year 2004 About the Notary Duty and Regulation
of The Minister of Justice and Hluman Rights Number M.03.HT.03.10 Year 2007.
The retrieval of the Minutcs of Notarial Deed indeed has the procedures and
requirements prescribed by the regulations, and it is also necessary to know the
position of the Minutes of Notarial Deed, and legal protection for the notary in
question, so it needs a research, which has been done using normative juridicai
library method. Based on the existing regulations, Minutes of Notarial Deed is
needed in supporting evidences in the judicial process and the existence of
suspicion of an offense relating to the Minules of Notarial Deed and documents
attached to the Minutes of Notarial Deed. Minutes of Notarial Deed is a perfect
evidence as long as not proven otherwise. Legal protection for the Notary can be
seen from the regulation stipulates that as long as there is permission from the
Regional Supervisor Assembly, in the area where the Notary domiciled, the
Notary can give the Minutes of Notarial Deed to be checked, while Minutes of
Notarial Deed must be still carried by the Notary. For the interest of all parties,
should be disseminated about the applicable provisions of the Minutes of Notanial
Deed and the photocopies of Minutes of Notarial Deed.

Key words:

Deed, Notarial Deed, Minutes of Notarial Deed, Notary, Retnieval
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Jabatan Notaris adalah jabatan mulia di bidang hukum perdata bagi
masyarakat. Notaris merupakan Pejabat Umum dalam bidang hukum perdata,
yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Notaris memiliki
peranan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Pentingnya peran
Notaris di tanah air adalah karena Notaris merupakan salah satu sendi dalam
negara yang memastikan bahwa pembangunan ekonomi-sosial tetap berada di
jalur hukum yang telah ditetapkan.'

Keberadaan lembaga Notaris di Indonesia memberikan kontribusi dalam
pembangunan perekonomian bangsa, diantaranya terlihai dari keterlibatan Notaris
untuk membuatkan suatu perjanjian diantara para pelaku bisnis, baik dalam
maupun luar negeri, juga beberapa peraturan perundang-undangan mengharuskan
untuk menggunakan Notaris dalam petaksanaan undang-undang, diantaranya
tentang pendirian perseroan terbatas, fidusia, dan yayasan.?

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 30 Tahun 2004).> Pejabat umum adalah
orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang
hukum perdata. Notaris diangkat sebagai Pejabat Umum, bukan untuk

! Pendapat Boediono, yang saat penulisan penelitian ini dibuat merupakan Wakil Presiden
Republik Indonesia, <http://bataviase.co.id/detailberita- 1053722 1. himl?page=9>, diakses pada 10
Pebruari 2010.

? Chairunnisa Said Selenggang, Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Ingonesia,
(Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus Magister Kenolariatan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Depok, 16 Agustus 2008).

* Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004
No. |17, TLN No. 4432, Ps. | angka 1.

1 Universitas Indonesia
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kepentingan dirinya, namun untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum
perdata.

Jabatan Notanis diadakan atau kechadirannya dikehendaki oleh aturan
hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang
membutehkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan,
perisliwa, atau perbuatan hukum.”

Dalam menjalankan jabatannya, ada kalanya Notaris tersangkut masalah
hukum yang dialami klien yang menggunakan jasanya. Masalah hukum demikian
dapat berupa masalah hukum perdata maupun pidana. Dalam praktiknya,
seringkali Notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya
dengan pihak lain baik perkara pidana maupun perdata dan harus menjalani
hukuman dan membayar ganti rugi berupa materi.’

Wewenang Notaris diatur dalam Pasai 15 UU Nomor 30 Tahun 2004.
Berdasarkan pasal tersebut, salah satu wewenang Notaris adalah membuat Akta.
Akta Notaris adalah Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang—undang ini.®

Akta Notaris sebagai Akta Otentik mengandung beberapa unsur, yaitu:

a Akta itu harus dibuat “oleh” (door} atau “dihadapan” (ten overstaan)

seorang pejabat umum.

b. Akia itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang.

c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa Akta itu dibuat, harus

mempunyai wewenang untuk membuat Akta itu.”

* Habib Adjie (a), Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhdapa UU Nomor
30Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), cet. 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 14.

* Abi Jumroh Harahap, Peran Notaris dalam Lalu Lintas Hukum, Perspektif Mengenai
Perlindungan Hukum bagi Notaris,
<http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content& view=article&id=42716:peran-
Notaris-dalam-lalu-lintas-hukum—perspektif-mengenai-perlindungan-hukum-bagi-
Notaris&catid=78:umumd& ltemid=139>, diakses pade 6 Pebruari 2010,

¢ Indonesia, op. cit., Pasal | anpka 7.

7 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 48.

Universitas Indonesla
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Sebagai produk dari Pejabat Umum, Akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian hukum yang sempurna.’ Kedudukan Akta tersebut sama dengan
undang-undang, apabila didalamnya tidak memuat suatu penuturan belaka.” Akta
Notaris sebagai alat bukti tertulis mempunyai kekuatan pembuktian sempuma.
Setiap produk yang dihasilkan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dijamin
kepastian dan kebenaran isinya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Notaris memiliki kewajban-
kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban Notaris diantaranya adalah
mengenai hak ingkar Notans, yaitu kewajiban untuk tidak berbicara dan menjaga
kerahasiaan Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Hal ini berkaitan dengan
sumpah jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor
30 Tahun 2004. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir e UU Nomor
30 Tahun 2004, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai
Akta vang dibuatnya dan sepala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akia
sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.'®
Dengan demikian, Notaris memiliki hak ingkar, yang dalam hal ini tidak hanya
merupakan hak (verschoningsrecht), akan tetapi juga merupakan kewajiban
(verschoningsplichi).

Akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagai Akta otentik memiliki
kekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat sehingga apa yang termuat
dalam Akta Notaris dianggap sebagai yang benar. Terhadap kebenaran isi dari
Akta Notaris tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa Akta itu
mengandung suatu kepalsuan. Hakim dan para pthak yang berperkara wajib
menganggap Akta yang diperlihatkan pada perkara tersebut sebagai Akta otentik,
sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa Akla otentik yang diajukan, bukan
Akta otentik karena dapat dibuktikan adanya kepaisuan.

¥ Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1870,

® Ibid, Ps. 1871 ayat (1).

' Indonesia, op. cit., Ps. 16 ayat (1) huruf e.

Universitas Indonesia
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Apabila kepalsuan itu diduga adanya, maka hal ini sudah masuk ke dalam
ranah hukum pidana. Untuk itu, Notaris dapat dipanggil untuk dimintai
keterangan dan Minuta Akta Notaris dapat diperiksa untuk membuktikan ada
tidaknya tindak pidana disini. Namun demikian, Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30
Tahun 2004 mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,
penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah
berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan
pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
dan

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris.

Dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki peranan yang
sangat besar karena Majelis Pengawas Daerah Noiaris merupakan pihak yang
berwenang menentukan apakah seorang Notaris perlu untuk memberikan
keterangannya dan/atau fotokopi Minuta Akta Notaris perlu untuk diberikan
dalam rangka pembuktian untuk kepentingan proses peradilan. Padahal, di satu
sisi Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi Akta dan
keterangan yang diberikan berkaitan dengan Akta-Akta yang dibuatnya. Selain
ifu, salah satu kewajiban Notaris adalah menyimpan Minuta Akta sebagai bagian

dari protokol Notaris."

Dalam hal ini, pengambilan Minuta Akta tentunya
berbenturan dengan kewajiban-kewajiban Notaris sebagaimana tersebut diatas.
Untuk itu, perlu diketahui dalam hal yang bagaimana perlindungan hukum bagi
Notaris dalam hal Minuta Akta diperlukan untuk pembuktian suatu perkara.
Dalam hukum acara perdata, untuk memenangkan antara pihak yang
berperkara, selain keyakinan hakim, yang penting juga adanya alat-alat bukti yang
sah dan berdasar alat-alat bukti tersebut majelis hakim akan mengambil keputusan
siapa yang menang dan siapa yang kalah, dengan kata lain dalam hukum acara

perdata cukup dengan kebenaran formil saja.'? Sedangkan dalam hukum acara

" Indonesia, ap. cit., Ps. 16 ayat (1) huruf b.
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pidana, sistem pembuktian yang dianut adalah mencari kebenaran berdasarkan
bukti-bukti yang diajukan, sehingga kebenaran itu dinilai sebagai kebenaran yang
hakiki (materiele waarheid, ultimate rrm'h).I3

Alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana, berdasarkan Pasal 184
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah terdiri dari
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Sedangkan dalam hukum acara perdata, alat bukti yang diakui berdasarkan Pasal
1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 164
Herziene Indonesisch Reglement (HIR) adalah terdiri dari bukti tulisan, bukti
dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Masalah hukum adalah masatah pembuktian di pengadilan.'* Pada
prinsipnya, setiap Akta Notaris yang secara lahir tampak sebagai Akta dianggap
sebagai Akta otentik, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bahwa Akta itu tidak
asli atau palsu. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya pengajuan
tuntutan kzpalsuan terhadap Akta Notaris yang bertujuan melumpuhkan kekuatan
pembuktian yang melekat padanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana
tersebut diatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan
Notaris (Permenkumham Nomeor M.03.HT.03.10 Tahun 2007), pengambilan
Minnta Akta dan pemanggiian Notaris haruslah berkaitan dengan adanya dugaan
tindak pidana. Dengan kata lain, diluar adanya dugaan tindak pidana seharusnya
tidak dapat dilakukan pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris. Untuk
itu, perlu diketahui dalam hal yang bagaimanakah Minuta Akta Notaris diperlukan
untuk pembuktian dan bagaimanakah prosedur pengambilan Minuta Akla yang
bersangkutan.

1 Qidis, Pembuktian di Muka Persidangan,
<http://kabarbebas. wordpress.com/2008/1 }/07/pembuktian-di-muka-persidangan/>, 7 Nopember
2008.

" Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal. 9.

" Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2006), hal. 1.
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Apabila dibandingkan dengan ketentuan mengenai pengambilan Minuta
Akta sebelum berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004, ketentuan yang terdahulu
mengatur mengenai pengambilan Minuta Akta Notaris tidak diatur secara khusus
dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, adalah sangat sulit untuk dapat
menjadikan Minuta Akta sebagai bukti dalam suatu proses peradilan, dan haruslah
melalui suatu penetapan pengadilan untuk itu. Dalam hal ini, oleh karenanya,
perlu diketahui apakah ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan Minuta Akta
yang berlaku saat ini dapat menjamin atau mengamankan kedudukan Notaris yang
bersangkutan, dengan membandingkan dengan ketentuan yang lama.

Aturan pelaksanaan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004, yaitu
Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 agaknya sedikit melebihi apa
yang diatur dalam Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UU
Nomor 30 Tahun 2004, hanya diatur masalah pengambilan fotokopi Minuta Akta
Notaris, sedangkan datam Permenkumham diatur mengenai pengambilan Minuta
Akta dan fotokopi Minuta Akta. Untuk itu perlu diketahui/dikaji lebih lanjut apa
sajakah ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pengambilan Minuta Akta,
dan bagaimanakah implikasi ketentuan tersebut bagi Notaris. Hal ini adalah
penting mengingat Minuta Akta merupakan arsip negara, dan terdapat rahasia
jabatan didalamnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai
aspek-aspek hukum yang terdapat dalam pengambilan Minuta Akta Notaris.

1.2  Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dalam hal yang bagaimanakah Minuta Akta Notaris diperlukan untuk
kepentingan proses peradilan dan bagaimanakah prosedur pengambilan
Minuta Akta yang bersangkutan?

2. Bagaimanakah kedudukan Minuta Akta Notaris sebagai alat bukti menurut
hukum?

3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris atas ketentuan-ketentuan
yang berlaku mengenai pengambilan Minuta Akta Notaris yang
bersangkutan?
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1.3  Metode Penelitian

Penelitian int dilakukan dengan menggunakan metode penelitian
kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Tipologi dari penelitian ini ditinjau
dari sifatnya, merupakan penelitian eksplanatoris, yaitu penelitian yang
menjelaskan dan memahami lebih dalam mengenai aspek hukum pengambilan
Minuta Akta Notaris, disertai dengan permasalahan-permasalahannya.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari
kepustakaan.'® Penelitian ini menggunakan stmdi dokumen sebapai alat
pengumpulan datanya. Studi dokumen dilakukan dengan riset ke perpustakaan,
pusat dokumentasi, dan browsing internet. Selain itu, penelitian ini juga
mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber sebagai bahan
tambahan dalam penutisan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, terdapat studi analisis atas Permenkumham Nomor
M.03.HT.03.10. Tahun 2007. Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif karena data yang dipergunakan adalah data
kepustakaan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adatah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan
perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang
digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan,
yaitu KUHPerdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), HIR,
Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg), KUHAP, UU Nomor 30 Tahun
2004, serta Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007.

2.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau
hal-hal yang berkaitan dengan is1 bahan hukum primer dan
implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan penelitian ini
meliputi laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, dan makalah.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang
digunakan adalah kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

'* Sri Mamudji el. al., Merode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jekarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.
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14 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dapat dibagi ke dalam (iga bab yang

masing-masing bab terdiri dan:

Bab I

Bab I

Bab II1

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang uraiannya meliputi latar
belakang, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.

PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjavan umum tentang Notaris; Akta Notaris;
Majelis Pengawas Notaris; dan tinjauan umum tentang alat bukti.
Kemudian membahas mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku
mengenai pengambilan Minuta Akta Notaris, kedudukan Minuta
Akta Notaris sebagai alat bukti menurut hukum, dan analisis
tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan Minuta
Akta Notans untuk kepentingan proses peradilan.

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang bensi simpulan atas
pembahasan yang ada pada bab sebelumnya dan saran.
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BAB 2
PEMBAHASAN

2.1  TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS
2.1.1 Sejarah Lembaga Notariat

Berbicara mengenai sejarah lembaga Notariat di Indonesia, tentunya tidak
lepas dari perkembangan sejarah lembaga Notariat di dunia. Lembaga
kemasyarakatan yang dikenal sebagai ‘Notariat” ini timbul dalam pergaulan
sesama manusia, yang menghendaki alat bukti baginya mengenai hubungan
hukum keperdataan yang ada dan/atan terjadi diantara mereka; suatu lembaga
dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum {(openbaar
gezag) untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau
dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti fertulis yang mempunyai
kekuatan otensix.'®

Nama “Notarial”, dengan nama mana lembaga ini di kenal di mana-mana,
berasal dari nama pengabdinya, yakni dari nama “Notarius”. Dalam buku-buku
hukum dan tulisan-tulisan Romawi Klassik telah berulang kali ditemukan nama
atau titel “Notarius” untuk menandakan svatu golongan orang-orang yang
melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis-menulis tertentu. Namun demikian, yang
dinamakan “Notarius™ dahulu fidakiah sama dengan ‘“Notaris” yang dikenal
sekarang, hanya namanya yang sama.'’

Golongan orang-orang yang ahli melakukan pekerjaan tulis menulis
tertentu dinamakan Notarii, yang berasal dan perkataan Nota Litera yang berarti
tanda-tanda tulisan atau karakter yang mereka pergunakan untuk menuliskan atau
menggambarkan perkataan-perkataan.

Dilihat dart perkembangan sejarahnya, dikenal istilah Notarii, Tabeliones,
dan Tabulari. Akan dibahas singkat mengenai ketiga bentuk pekerjaan tulis-

' Tobing, op. cit., hal. 2.

17 Ibid, hal. 4-5.
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menulis ini, namun demikian ketiga bentuk ini berbeda pengertiannya dengan
Notaris yang kita kenal sekarang ini.

Nama Notarii untuk pertama kalinya diberikan kepada orang-orang yang
mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan oleh Cato dalam senat Romawi.
Kemudian pada abad ke-5, Notaris adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan
berbagai pekerjaan admunistratif konselari istana. Tabelliones dan Tabulari
dikenal pada abad ke-3. Tabeliones adalah orang-orang yang bertugas membuat
Akta-Akta dan lain-lain surat untuk kepentingan umum; tidak diangkat ataw
ditunjuk oleh kekuasaan umum untuk melakukan suatu formalitas yang ditentukan
oleh undang-undang. Tabulari adalah orang-orang yang menguasai teknik tulis-
menulis yang bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan
Akta-Akta atau surat-surat; merupakan pegawai negeri.

Sejarah dari lembaga Notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad
ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman
itu di Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari Notariat yang
dinamakan “Latijnse Notariaat” dan tanda-tandanya tercermin dalam diri Notaris
yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan
menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula.'®

Lembaga Notariat mencapai puncak perkembangannya pada abad ke-13.
Setelah itu pada abad ke-14, terjadi kemerosotan di bidang Notariat, hal ini
disebabkan tindakan dari para penguasa pada waktu itu, yang karena kekurangan
uang, menjual jabatan Notaris kepada orang-orang tanpa mengindahkan apakah
orang tersebut memiliki keahlian yang cukup dibidang Notariat atau tidak,
sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.

Membahas mengenai sejarah lembaga Notariat sampai ke Indonesia tidak
teriepas dari perkembangan lembaga Notariat di Perancis dan Belanda. Lembaga
Notariat yang perkembangannya dimulai di [talia Utara sebagaimana diuraikan
diatas, pada abad ke-13 dibawa ke Perancis. Di Perancis inilah untuk pertama
kalinya terjadi pelembagaan Notariat, dengan diundangkannya beberapa undang-

undang di Perancis yang mengatur mengenai Notaris.

® tbid, hal. 3.
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Setelah itu, lembaga Notariat dibawa Belanda dengan dua buah dekrit
kaisar, masing-masing pada tanggal 8 Nopember 1810 dan tanggal 1 Maret 1811,
dinyatakan berlaku di seluruh negeri Belanda, terhitung mulai tanggal 1 Maret
1811. Perundang-undangan Notariat Perancis yang diberlakukan di neger
Belanda tidak segera hilang setelah lepasnya negara itu darl kekuasaan Perancis
tahun 1813, Pada tahun 1842, setelah adanya desakan dari rakyat Belanda untuk
membentuk undang-undang nasional di bidang Notariat yang sesuai dengan
aspirasi rakyat, dikeluarkaniah Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris pada
tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stb. No.20).

Lembaga Notariat mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17,
dengan adanya “Oost Ind. Compagnie (VOC)” di Indonesia.'” Pada tanggal 27
Agustus 1620, Melchior Kerchem, sekretaris dan College van Schepenen (Urusan
Perkapalan Kota) di Jacatra (saat ini Jakarta), diangkat sebagai Notaris pertama di
Indonesia. Instruksi mengenai tugas dan wewenangnya dicantumkan dalam suvrat
pengangkatannya. Dengan singkat disebutkan bahwa ia ditugaskan menjabat
jabatan “Notarius Publicus” dalam wilayah Kota Jacatra, dan untuk kepentingan
publik di wilayah itu membuat Akta-Akta, surat-surat dan lain-lainnya serta
mengeluarkan salinan-salinannya?® Ditugaskan kepadanya untuk menjalankan
pekerjaannya ifu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya, dengan
kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen-dokumen dan Akta-Akta yang
dibuatnya. Seielah pengangkatan Notaris pertama kali tersebut, jumlah Notaris
terus bertambah sesuai dengan kebutuhan.

Pada tanggal 16 Juni 1625, untuk pertama kalinya ditetapkan instruksi
untuk para Notaris. Instruksi tersebut hanya terdir dari sepuluh pasal, antara lain
menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segata sesuatu yang dipercayakan
kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan Akta kepada orang-orang
yang tidak berkepentingan.?’

% ibid hal. 5.

0 R. Soegondo Notosoedifjo, Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan, (Jakarta:
Rajawali, {982), hal. 22.
2 Ibid, hal, 23.

Universitas Indonesia

Tinjauan mengenai..., Alfi Renata, FH Ul. 2010.

=TT TAALLL & ok PTomoa



12

Kemudian pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11), dikeluarkan Instructie
voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie, yang terdiri dari 34 pasal.
Pasal 1 Instruksi ini telah menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang
bertugas untuk membuat Akta-Akta dan kontrak-kontrak, dengan memberikan
kepadanya kekuatan dan kebenaran. Kemudian juga terdapat ketentuan-ketentuan
yang lebih terperinci, sepert: mengenai bentuk dari Akta, harus adanya dua orang
saksi instrumentair, larangan pembuatan Akta untuk keluarga sendiri, dan
sebagainya.”? Instruksi ini berlaku untuk 38 tahun lamanya di Indonesia, dengan
beberapa kali mengalami perubahan.

Pada tabun 1860, pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk
membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai jabatan Notaris di Hindia
Belanda untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris
yang berlaku di Belanda. Maka diundangkanlah Reglement op Het Notaris Ambt
in Nederlands Indie (Staatsbiad Nomor 3 Tahun 1860 Tentang Peraturan Jabatan
Notarns) pada tanggal 26 Januari 1860 yang muiai berlaku 1 Juli 1860.

Dalam perkembangan selanjutnya, dikeluarkan beberapa peraturan, antara
lain Ordonantie 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris; Undang-
undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris
Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 700); dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang
Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan-ketentuan dalam peraturan-
peraturan sebagaimana tersebut diatas dipandang sudah tidak sesuvai lagi dengan
perkembangan jaman dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena
itu, perlu diadakan pembaharman dan pengaturan kembali secara menyeluruh
dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat
tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh
wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum
di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan
Notaris.”

2 1bid hal. 24-25.
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Pada tanggal 6 Oktober 2004, diundangkanlah UU Nomor 30 Tahun 2004.
UU Nomor 30 Tahun 2004 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi semua
peraturan yang telah diuraikan diatas.** UU Nomor 30 Tahun 2004 langsung
berlaku pada saat diundangkan >

2.1.2 Pengertian, Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Netaris Di

Indonesia

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam
pelayanan hukum kepada masyarakat.”® Notaris adalah pejabat umum yang diberi
wewenang oleh negara untuk membuat Akta otentik dan kewenangan lain
menurut UU Nomor 30 Tahun 2004. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri, dalam hal ini Mentei Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2004, syarat-syarat untuk dapat
diangkat sebagai Notaris adalah sebagai berikut. '

a. warga negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

sehat jasmani dan rohani;

B

e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua keNotariatan;

™

telah menjalani magang alau nyata-nyata telah bekerja sebagai
karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut
pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi
Organisasi Notaris setelah lulus strata dua keNotariatan; dan

g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau
tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.?’

 Indonesia, op. cit., Penjelasan Umum.
A fbid Pasal 91.
B Ibid, Pasal 92.

* Ibid, Konsiderans Menimbang huruf c.
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Sebelum menjalankan jabatannya, Nofaris mengucapkan sumpah/janji

sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sumpah/janji tersebut berbunyi:

“Saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia,
Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19435, undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-
undangan lainnya.
Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur,
seksama, mandiri, dan tidak berpihak.
Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan
kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan
tanggung jawab sebagai Notaris.
Bahwa saya akan merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh
dalam pelaksanaan jabatan saya.
Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan
tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”?®
Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal pokok, yaitu :
1. Secara vertikal wajib bertanggung jawab kepada Tuhan.
Secara vertikal wajib bertanggung jawab kepada Tuhan karena
sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing.
Artinya, segala sesuatu yang Kkita lakukan akan diminta
pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan.
2. Secara horisontal wajib bertanggung jawab kepada negara dan
masyarakat.
Artinya, negara telah memberi kepercayaan kepada kita untuk
menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata,
yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa Akta yang mempunyai
keuatan pembuktian yang sempurna dan kepada masyarakat yang

7 thid, Pasal 3.

B 15id, Pasal 4 ayat (2).

Universitas Indonesia

Tinjauan mengenai..., Alfi Renata, FH Ul. 2010.




15

telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya
ke dalam bentuk Akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu
menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang
diberikan di hadapan Notaris.”®

Kewenangan Notaris telah diatur secara tegas dan jelas di dalam UU
Nomor 30 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004, Notaris

berwenang:

1) Membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semua itu sepanjang

pembuatan Akta-Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada

peyabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang;

2) Notaris berwenang pula:

a.

e.
f.

g.

Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftarkan datam buku khusus;
Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;

Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam
surat yang bersangkutan;

Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau

Membuat Akta risalah lelang.

3) Melakukan kewenangan lain yang diatur di dalam peraturan perundang-

undangan.

30

® Habib Adjie (b), Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan
Tulisan Tentang Notaris dan PPAT). (Bandung: PT Citra Aditya Bakii, 2009), hal. 5-6.

*® Indonesia, op. cit., Pasal 15.
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Menurut Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004, kewajiban Notaris
dalam melaksanakan jabatannya adalah:

a.

Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya
sebagai bagian dari protokol Notaris;

Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atan Kutipan Akta
berdasarkan Minuta Akta;

Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan
segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan Akta sesuai
dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan
lain;

Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku
yang memuat tidak lebih dari 50 (lima pulnh) Akta, dan jika jumlah
Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid
menjadi lebih dan satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta,
bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul buku;

Membuat dafiar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak
diterimanya surat berharga;

Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan
waktu pembuatan Akta setiap bulan;

Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud pada huruf h atau
daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat
Departemen yang ftugas dan tanggung jawabnya di bidang
kenotanatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap
bulan berikutnya;

Mencatat dalam repertorium tanpgal pengiriman daftar wasiat pada
setiap akhir bulan;

Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan,
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dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh
penghadap, saksi, dan Notaris.

m. Menenma magang calon Notaris.”!

Mengenai larangan, Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2004 mengatur bahwa

Notaris dilarang:

2.2
2.2.1

a.

b.

o 6

o®

Menjalankan jabatan di lvar wilayah jabatannya;

Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) har kenja
berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Merangkap sebagai pegawai neperi;

Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya;

Merangkap jabatan sebagai advokat;

Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik
negasa, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat Akta tanah di luar
wilayah jabatan Notaris;

Menjadi Notaris pengganti, atau

Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,
kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan
martabat jabatan Notaris.*?

TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA NOTARIS

Akta sebagai Alat Bukti Tertulis

Dalam Pasal 1866 KUHPerdata, urutan pertama alat bukti disebut bukti
tulisan (schriftelijke bewijs, written evidence). Dalam Hukum Acara Perdata, bukti

tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibanding yang lain.

Dalam hukum pidana, alat bukti surat juga merupakan alat bukti yang sah menurut
undang-undang sebagaimana ternyata dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.

*! Ibid., Pasal 16 ayat (1.

32 Ibid., Pasal 17.
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Adapun pengertian tulisan dari segi yuridis dalam kaitannya sebagai bukti
adalah sebagai berikut. >

a.

Tanda bacaan, berupa aksara.

Tulisan atau surat terdiri dari tanda bacaan dalam bentuk aksara.
Semua aksara diakui dan sah sebagai aksara yang berfungsi sebagai
tanda bacaan untuk mewujudkan bentuk tulisan atau surat sebapai alat
bukti.

Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan.

Agar aksara dapat berbentuk menjadi tulisan atau surat atau Akta,
harus disusun berbentuk kalimat sebagai ekspresi atau pernyataan
cetusan pikiran atau kehendak orang yang menginginkan
pembuatannya; dan rangkaian kalimat itu sedemikian rupa susunan
dan isinya, dapat dimengerti dengan jelas oleh yang membacanya
sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam surat itu.

Ditulis pada bahan tulisan.

Bahan tulisan paling umum adalah kertas, namun tidak tertutup
kemungkinan tulisan ditulis pada behan lain diluar kertas.
Ditandatangani pihak yang membuat.

Kalan suatu tulisan tersebut merupakan pernyataan sepihak, harus
ditandatangani oleh orang yang membuat pernyataan, dan apabila
merupakan kesepakatan dua belah pihak, harus ditandatangani oleh
kedua pihak.

Foto dan peta bukan tulisan

Foto dan peta tidak termasuk surat atau Akia, karena bukan aksara
yang berfungsi sebagai tanda bacaan.

Mencantumkan tanggal.

Meskipun secara yuridis surat yang tidak bertanggal tidak kehilangan
fungsinya sebagai alat bukti, namun dapat dianggap sebagai cacat

yang melemahkan eksistensinya sebagai alat bukti, sebab

* M. Yahya Harahap (2), Hukum Acara Perdata Tentong Gugalan, Persidangan,
Penyitaon, Pembukiian, dan Putusan Pengadilan, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal, 559-

560.
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memmbulkan kesulitan dalam menentukan kepastian pembuatan dan
penandatanganannya sehingga memberi peluang besar bagi pihak
lawan untuk menyangkal kebenaran pembuatannya.

Sebagai perbandingan, pengertian Akta adalah sebagai berikut.

1. Menurut Prof. R. Soebekti, S.H., Akta adalah suatu tulisan yang
memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu
peristiwa dan ditandatangani.

2. Menurut Prof. Mr. A. Pitlo, Akia adalah suatn surat yang
ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk
dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

3. Menurut Dr. Sudikno Mertokusuma. S.H., Akta adalah surat yang
diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi
dasar dari svatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan
sengaja untuk pembuktian.

Dengan demikian, Akta merupakan suatu alat bukti tertulis.

Dari beberapa pengertian Akta sebagaimana tersebut diatas, syarat-syarat

yang harus dipenuhi agar suatu surat disebut Akta adalah:**

a Surat itu harus ditandatangani.

Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat
disebut Akta ditentukan dalam pasal 1874 KUHPerdata. Tujuan
dari keharusan ditandatangani itu untuk memberikan ciri atau untuk
mengindividualisasi sebuah Akta yang satu dengan Akta yang
lainnya, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri
tersendiri yang berbeda dengan tanda tangan orang lain. Dan
dengan penandatanganannya itu sescorang dianggap menjamin
tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam Akta tersebut.

b. Surat ite harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak

atau pertkatan.

Suatu surat itu harus berisikan keterangan yang dapat
menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut

M 1) Amstrong Sembiring, Analisis Hukum Tentang Jabalan Notaris,
<http://www.blogster.com/kompania/analisis-hukum-tentang>, 4 April 2007,
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dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi
dasar dari suatu hak atau perikatan.

c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Surat itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.
Menurut ketentvan mengenai bea materai, ditentukan bahwa semua
tanda (surat) yang ditandatangani 'yang dibuat sebagai bukti suatu
perbuatan kenyataan atan keadaan yang bersifat hukum perdata
dikenakan bea materai. Oleh"karena iti sesuatu surat yang akan
dijadikan alat pembuktian di pengadilan harus ditempeli bea
materai secukupnya. Adapun bea materai sekarang sebesar
Rp.6.000,-.

Adapun fungsi tulisan ataw Akta dari segi Hukum Pembuktian adalah

sebagai berikut.*

a. berfungsi sebagai formalitas kawsa, yaitu sebagal syarat atas
keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Apabila tindakan
atau perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan Akta, maka
tindakan ifu tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formalitas kausa
{causa).

b. Berfungsi sebagai alat bukti, suatu tulisan atau Akta, apapun namanya,
memiliki tujuan utama untuk dipergunakan sebagai alat bukti, untuk
membuktikan bhal-hal yang tersebut di dalamnya.

c. Fungsi probationis causa, surat atan Akta itu merupakan satu-satunya
alat bukti yang membuktikan suatu hal atau peristiwa.

222 Akta Otentik

Ada beberapa pengertian Akta Otentik menurut pendapat ahli hukum,
antara lain adalah sebagai berikut.

Menurut Wirjono Projodikoro, Akta otentik adalah surat yang dibuat
dengan maksud dijadikan bukti, oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang

berkuasa untuk itu.*

% Harahap (a), op. cit.. hal. 563-565.
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Menurut Soepomo, Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dimuka
seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu,
dengan maksud menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti.*’

Pasal 1868 KUH Perdata menentukan bahwa Akta otentik ialah Akta yang
dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat
umum yang berwenang untuk itu ditermnpat Akta dibuat. Sebagai perbandingan,
Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan
atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang
berkepentingan saja (Pasal 1874 KUHPerdata).

Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata, Akta otentik merupakan alat
pembuktian yang sempuma bagi kedua bejah pihak dan ahli warisnya serta
sekalian orang yang meﬁdapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam Akta
tersebut. Kebenaran dari segala hal yang tertulis dan dimuat dalam Akta otentik
tersebut harus diakui, yaitu Akta tersebut dianggap sebagai benpar selama
kebepnarannya itu t.dak dapat dibuktikan sebaiiknya.

Sebaliknya, Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang

sempuma terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan -

orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam
Akta di bawah tanpan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak
dipakai (Pasal 1857 KUHPerdata).
Dari beberapa pengertian mengenai Akta otentik sebagaimana tersebut
diatas, Akta Otentik mengandung beberapa unsur:
a. Akta itu harus dibual “oleh” (door) atau “dihadapan” (fen overstaan)
seorang pejabat urmum.
b. Akta itu harus dibu;t dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa Akta itu dibuat, harus

mempunyai wewenang untuk membuat Akta itu.*®

¥ Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung,
1988), hal, 108.

37 Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakaria: Pradnya Pramita, 2002),
hal. 87.
** Tobing, op. cir, hal. 48
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a. = Akta itu harus dibuat oleh dan atau dihadapan Pegawai atau Pejabat

Umum yang ditunjuk oleh Undang-undang.

Pegawai atau Pejabat Umum yang dimaksud adalah Notaris, Hakim, Juru
Sita pada suatu pengadilan, Pcgawai Catatan Sipil dan sebagainya. Sehingga Akta
Notaris, Putusan Hakim, Proses Verbal, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta
Kematian, adalah Akta Otentik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Akta Otentik dapat
dibedakan menjadi: Akta Otentik yang dibuat oleh Pegawai/Pejabat Umum, dan
Akta Otentik yang dibuat dihadapan Pegawai/Pejabat umum.

Akta Pejabat atau Relaas Akta merupakan Akta yang dibuat oleh
Pegawai/Pejabat Umum mengenai laporan suatu perbuatan atau kejadian resmi
yang telah dilakukan oleh Pegawai/Pejabat Umum yang bersangkutan. Dikatakan
“oleh” disini karena inisiatif dari isi Akta it tidak datang dari orang-orang yang
diberitakan tentang sesuatunya dalam Akta itu, tetapi Pegawai/Pejabat Umum
tersebut menerangkan, menguraikan sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu
keadaan yang dilihatmya atau disaksikan, dilakukan oleh Pembuat Akta itu yakni
Pejabat Umum itu sendiri, di dalam menjalankan jabatannya.*’

Sedangkan Akta para pihak yang dibuat dibadapan Pegawai/Pejabat
Umum mengenai suatu perbuatan atau kejadian yang dilakukan oleh para pihak
yang bersangkutan dan atas permintaan para pihak yang bersangkutan.
Pegawai/Pejabat Umum mendengarkan apa yang bersangkutan atau diceritakan
dan yang dikehendaki atau melakukan perbuatan oleh kedua belah pihak yang
sengaja datang menghadap itu agar keterangan itu atau perbuatan yang
dikehendaki itu dinyatakan, diwujudkan serta dikonstatir oleh Pegawai umum
dalam suatu Akta.*®

Dari uraian tersebut diatas, maka terdapat perbedaan pokok diantara kedua
Akta tersebut, yaitu:*'

* Sembiring, op.cit.
* Ibid.

N bid.
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. Pada Akta relaas, misalnya berita acara rapat, dibuat oleh pejabat, sedangkan
Akta para pihak dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat, dimana para pihak
meminta bantuan pejabat untuk mengkonstaticr apa yang dikehendakinya
dalam suatu Akta.

. Pada Akta relaas, pejabat pembuat Akla mempunyai inisiatif untuk membuat
Akta, sedangkan dalam Akia para pihak, inisiatif pembuatan Akta datang dari
para pihak sendiri dan pihak pejabat tidak pernah berinisiatif untuk membuat
Akta.

. Pada Akta relaas, tanda tangan para yang hadir tidak merupakan keharusan,
sedangkan pada Akta para pihak, tanda tangan para yang hadir merupakan
keharusan, dengan ancaman kehilangan sifat otensitasnya.

. Akta relaas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat Akta itu
sendiri, sedangkan Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki
oleh para pihak yang menyuruh membuat Akta itu.

. Kebenaran dan isi Akta relaas tidak dapat dipanggu gugat, kecuali dengan
menuduh Akta ita adalah palsu, sedangkan kebenaran Akta para pihak dapat
digugat tanpa menuduh kepaisuan Akta itu.

. Bentuk Akta relaas berbeda dengan bentuk Akta para pihak pada bagian awal
Akta dan pada bagian akhir Akta.

Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-
Undang
Mengenai bentuk dari Akta Otentik sebenamya tidak ditentukan secara

tegas dalam Undang-undang, tetapi yang ditentukan secara tegas adalah “isi’ dari
Akta Otentik itu, dengan ancaman kehilangan sifat otentik dari Akta itu atau

ancaman hukuman denda terhadap Notaris yang membuat Akta tersebut.*?

Pegawai/Pejabat umum oleh dan atau dihadapan siapa Akia itu
dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat Akta itu.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh seorang

Pegawai/Pejabat Umum untuk membuat suatu Akta Otentik, maka seorang

2 1bid.
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Pegawai/Pejabat Umum 1tu hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatan di
dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan ia hanya di dalam daerah yang
ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu berwenang.

Jadi, jika suatu Akta dibuat oleh atau dihadapan pegawai/pejabat yang
tidak berwenang unfuk itu, Akta itu hanya berlaku sebagai Akta dibawah tangan
jika para pihak telah menandatanganinya, sebagaimana ditentukan dalam pasal
1869 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: Suatu Akta, yang karena tidak
berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termaksud diatas, atan karena suatu cacat
dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai Akta Otentik, namun
demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ia
ditandatangani oleh para pihak.

Otentik artinya dapat dipercaya karena dibuat dihadapan seorang pejabat
umum yang ditunjuk untuk itu, misalnya Notaris. Schingga Akta yang dibuat
dihadapan Notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna
di depan Pengadilan. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai Akta Notaris.

2.2.3 Akta Notaris
Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2004, Akta Notaris
adalah Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan
tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang ini.*
Sehingga, ada dua macam/golongan Akta Notaris, yakni :
1. Akta yang dibuat “oleh” {door) Notaris atau yang dinamakan Akta relaas
atau Akta pejabat (ambrelijke akteny;
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (fen overstaan) Notaris atau yang
dinamakan Akta para pihak (partij-akten).
a. Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris atau yang dinamakan Akta
relaas atau Akta pejabat (ambfelijke akten)
Akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian dari Notaris suatu tindakan
yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris,

misalnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan

** Indonesia, op. cit., Pasal | angka 7.
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Terbatas, Akta Pencatatan Budel, Akta Berita Acara Penarikan Undian, dan lain-

lain. '

b. Akta yang dibuat “di hadapan” (ten overstaan) Notaris atau yang
dinamakan Akta para pihak (partij-akten).

Akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian dari apa yang
diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris,
misalnya Akta Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Kredit, dan sebagainya.

Sedikit membahas mengenai bagian atau kerangka Akta Notaris,
berdasarkan Pasal 38 UU Nomor 30 Tahun 2004, setiap Akta Notaris terdiri atas:

a. awal Akta atau kepala Akta;

b. badan Akta; dan

c. akhir atau penutup Akta.

Awal Akta atan kepala Akta memuat: judul Akia; nomor Akta; jam, hari,
tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap serta tempat kedudukan Notaris.
Badan Akta memuat. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang
yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi
Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
dan nama lel{gkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan,
dan tempat tinggal dan tiap-tiap saksi pengenal.

Kemudian, akhir Akta atau penutup Akta memuat: wraian tentang
pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau
Pasal 16 ayat (7); uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan
atau penerjemahan Akta apabila ada; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau
uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan,
atau pencorelan dengan penggantian.

Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara
Notaris, selain memuat kelentuan sebagaimana dimaksud diatas, juga memuat

nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Universitas indonesia

Tinjauan mengenai..., Alfi Renata, FH Ul. 2010.

AT ET AT e el . -

- rmmEITL LA LA =



26

2.2.4 Syarat Sahnya Akta Notaris sebagai Akta Otentik

"Akta Notaris sebagai Akta otentik tentunya haruslah memenuhi ketiga
syarat, yaitu:

a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum.

Artinya, Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan WNotaris
sebagai Pejabat Umum. Dasar hukum Notaris sebagai Pejabat Umum
adalah: Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004, yang menyatakan
bahwa *Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat
Akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang ini.’

Selain itu, berdasarkan Pasal 15 ayat (1} UU Nomor 30 Tahun
2004, ditentukan bahwa: Notans berwenang membuat Akta otentik
mengenaj semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan
oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin
kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan
grosse, salinan dan kutipan Akia, semuanya ilu sepanjang pembuatan
Akta-Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat
lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang.

Pasal |1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2004: Akta Notaris adalah
Akita otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk
dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun
2004.

c. Akta dibuat didalam wilayah kewenangannya Notaris tersebut.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi
seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Jadi, dalam hal
ini, Akta dibuat dalam dalam wilayah jabatannya Notaris, yaitu

meliputi satu provinsi.
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Akta Notars berupa Akta Partij sebagai Akta otentik harus memenuhi

syarat formil dan syarat matenil. Kedua syarat imi bersifat kumulatif bukan

alternatif. Dan antara syarat formil dan syarat materiil itu sendiri pun, bersifat

kumulatif pula.

1. Syarat formi

1

Terdapat beberapa syarat formil yang harus terpenuhi untuk
mendukung keabsahan Akta otentik atau Akta Notaris. Seperti yang sudah

disebutkan diatas bahwa syarat formil bersifat kamulatif sehingga satu saja

syarat tidak terpenuhi mengakibatkan Akta yang bersangkutan cacat formil
dan berakibat Akta tersebut tidak sah scbagai Akta otentik. Adapun

syarat-syarat formil tersebut adalah:

a)

b)

d)

Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini,
dibuat dihadapan Notaris.

Dihadiri para penghadap. Akta Notars itu harus memuat
keterangan yang saling bersesuaian diantara para pihak,
sebagai landasan tercapainya persetujuan, sehingga para pihak
harus hadir semua.

Para penghadap dikenal atau dikenalkan kepada pejabat.
Dalam setiap awal Akta atau sebelum akhir Akta, harus
terdapat pemyataan Notaris bahwa para penghadap dikenal
atau dikenalkan padanya.

Dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi

Yang dapat menjadi saksi adalah: semua orang yang menurut
KUHPerdata cakap memberikan kesaksian dibawah sumpah
dihadapan pengadilan; mengerti bahasa dalam Akta tersebut;
dan dapat membubuhkan tanda tangannya. Apabila yang
bertindak sebagai saksi adalah orang yang dilarang undang-
undang, yaitu diambil dari keluarga sedarah atau semenda dari
Notaris atau para penghadap, sampai derajat ketiga, maka Akta
itu tidak sah sebagai Akta otentik, melainkan hanya bernilai
sebagai Akta bawah tangan.

“ Harahap (a), op. cit., hal. 574-578.
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Menyebut identitas Notaris (pejabat), penghadap dan para
saksi; '
Menyebut tempat, han, bulan, tanggal, jam dan tahun
pembuatan Akta;

g) Notaris membacakan Akta di hadapan para penghadap.

h}

Syarat materii

a)

Notaris harus membacakan Akta tersebut dihadapan para
penghadap dan saksi-saksi; dan apabila salah seorang
penghadap atau lebih tidak mengerti bahasa yang
dipergunakan datam Akta: diterjemahkan oleh Notaris, atau
bila Notaris sendiri tidak mampu, diterjemahkan oleh
penerjemah.

Ditandatangani semua pihak.

Penandatanganan harus segera dilakukan setelah selesai
pembacaan Akta kepada para pihak dan saksi. Yang harus
menandatangant Akta adalah: para penghadap (pagi penghadap
yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan, harus
diterangkan dengan tepas dalam Akta mengenai alasan
mengapa yang bersangkutan tidak membubuhkan tanda
tangan); para saksi; Notaris; dan Penerjemah (jika ada).
Penegasan pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan
pada bagian penutup Akta.

Pada bagian penutupan Akta, harus memuat kalimat vang
berisi penegasan tentang peristiwa: pembacaan Akta kepada
para  penghadap; penerjemahan (jika ada); dan
penandatanganan.

(45

Berisi keterangan kesepakatan para pihak. Isi yang
dicantumkan dan dirumuskan dalam Akta adalah keterangan
yang berisi keterangan mengenai hal-hal yang disepakati para
pihak, dengan ketentuan: harus sesuai dengan yang

diterangkan para pthak tanpa mengurangi hak konstatering

¥ Ibid, hal. 578-579.
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yang dimiliki Notaris; dan Notaris tidak boleh mengurangi,
menambah, atau melebihi dari apa yang disepakati para pihak
(kecuali apabila keterangan yang disampaikan bertentangan
dengan undang-undang dan ketertiban umum, tidak layak
diterima atau dikonstatering ke arah perumusan yang
melegalkan kesepakatan itu).

b) Isi keterangan perbuatan hukum. Isi keterangan yang
disampaikan para pihak kepada Notaris haruslah mengenai
perbuatan hukum atau tindakan hukum, atau hubungan hukum.

¢) Pembuatan Akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti. Dengan
sendirinya melekat suatu kesengajaan bahwa Akta yang dibuat
akan dipergunakan sebagai bukti mengenai perbuatan atau
hubungan hukum yang para penghadap (para pihak) terangkan
atau sepakati.

Dalam UU Noewor 30 Tahun 2004, untuk sahnya suatu Akta Notaris harus
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

b. cakap melakukan perbuatan hukum.*

Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh
2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun
atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan
oleh 2 (dua) penghadap lainnya.*’ Pengenalan sebagaimana dimaksud dinyatakan
secara tegas dalam Akta.®

Settap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua)
orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.* Saksi

sebagaimana dimaksud diatas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

‘¢ Indonesia, op. cit., Pasal 39 ayat (1).
" Ibid., Pasal 39 ayat (2).
"8 Ibid,, Pasal 39 ayat (3).

" Ibid., Pasal 40 ayat (1).
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a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
b.  cakap melakukan perbuatan hukumn;

¢. mengertl bahasa yang digunakan dalam Akta;

d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan

. e. tidak mempunyal hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam
garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis
ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para
pihak

Saksi harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau
diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
Pengenalan atan pemyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan
secara tegas dalam Akta*!

Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang
tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Ruang dan sela kosong
dalam Akta digaris dengan jelas sebelum Akta ditandatangani, kecuali untuk Akta
yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundangundangan.
Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang
disebut dalam Akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan
huruf dan harus didahului dengan angka. Ketentuan tesebut tidak berlakn bagi
surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.>?

Akta dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal penghadap tidak mengerti
bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau
menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Apabila
Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akia tersebut
diterjermahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Akta dapat dibuat
dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang

berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.

* Ibid., Pasal 40 ayat (2).
3! Ibid., Pasal 40 ayat (3).
52 Ibid., Pasal 42.
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Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib
menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.”

Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap
penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat
membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.Alasan dimaksud
dinyatakan secara tegas dalam Akta, dan ditandatangan: oleh penghadap, Notaris,
saksi, dan penerjemah resmi. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan
penandatanganan dimaksud dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.*

Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara
mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:

a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau

b. tidak hadir pada penutupan Akta, sedangkan penghadap belum

menandatangani Akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam
Akta dan Akta tersebut tetap merupakan Akta otentik.

Penolakan dimaksud harus dinyatakan dalam Akta dengan mengemukakan
a.lasam]ya.ss

Isi Akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih,
penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
Perubahan atas Akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam
Akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan
lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.*®

Setiap perubahan atas Akta dibuat di sisi kiri Akta. Apabiia suatu
perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada
akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau

dengan menyisipkan lembar tambahan.’’

) tbid., Pasal 43.
34 Jbid., Pasal 44,
53 Ibid., Pasal 46,
% Ibid, Pasal 48.

3 ibid , Pasal 49.
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Apabila dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka,
hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan
yang tercantum semula, dan jumiah kata, huruf, ataun angka yang dicoret
dinyatakan pada sisi Akta. Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi
tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Apabila terjadi
perubahan lain terhadap perubahan tersebut, perubahan itu dilakukan pada sisi
Akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.°® Pada penutup setiap Akta
dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis -dan/atau
kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan dengan membuat
berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli
deﬁgan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan
Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada
para pihak.*

Notaris tidak diperkenankan membuat Akta untuk diri sendiri, istri/suami,
atan orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik
karena perkawinan maupun hubungan darah dalam parns keturunan lurus ke
bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping
sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pibak untuk diri sendiri, maupun
dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Ketentuan ini tidak
berlaku, apabila orang tersebut, kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam
penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan
Notaris, persewaan umnum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat
yang risalahnya dibuat oleh Notaris.*

Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang
memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

a. Nolaris, istri atau suami Notaris;

%8 Ibid., Pasal 50.
% Ibid., Pasal 51.

 tbid., Pasal 52.
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b. saksi, istri atau suami saksi; atau

¢. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau
saksi, baik hubungan darah dalam gars lurus ke atas atau ke bawah
tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai
dengan derajat keti g,a.61

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris, bahwa tindakan pelanggaran dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50,
Pasal 51, atau Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris, mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai Akta dibawah tanghn atan suatu Akta menjadi batat demi hukum dapat
menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian
biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Dalam hal im, akan dibahas
mengenai Akta Notats yang kehilangan otentisitasnya dan memiliki kekuatan
pembuktian sebagai Akta vawah tangan.

Untuk menentukan Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian

sebagai Akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari;**

1. isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jtka
Notaris melakukan pelanggaran, maka Akta yang bersangkutan
terrnasuk Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta
bawah tangan.

2. jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan
sebagai Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagian Akta di
bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikateporikan melanggar
menurut Pasal 84 UU Nomer 30 Tahun 2004, termasuk ke dalam Akta
batal demi hukum.

Dalam Pasal 1869 KUHPerdata, ditentukan batasan Akta Notaris yang

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta bawah tangan yang dapat terjadi

jika tidak memenuhi ketentuan karena:

&1 fbid., Pasal 53.

2 Adjie (a). op. cit., hal. 206,
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1. tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau

2. udak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau

3. cacat dalam bentuknya,
dimana Akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta
dibawah tangan jika Akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Sanksi perdata yang mengakibatkan Akta Notaris hanya memiliki
kekuatan pembuktian sebagai Akla dibawah tangan disebabkan oleh pelanggaran
Pasal 1869 tersebut diatas dan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor
30 Tahun 2004 yang disebutkan dalam Pasal 84 UU Nomor 30 Tahun 2004
tersebut diatas.

Ketentuan-ketentuan bawah ini dicantumkan secara tegas dalam pasal-
pasal tertentu dalam UU Nomor 30 Tahun 2004, pelanggaran sehingga Akta
Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan, yaitu:**

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) humf i, yaitu tidak
membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadin oleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh
penghadap, saksi dan Notaris.

2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu, jika Notaris
pada akhir Akia tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap
menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap membaca
sendiri, mengetahui, dan memahami isi Akta,

Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) ini termasuk

kedalam cacat bentuk Akta Notaris, karena pembacaan Akta oleh Notaris

di hadepan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk

menjelaskan bahwa Akta yang dibuat tersebut sesuai dengan kehendak

yang bersangkutan, dan telah dilakukan pembacaan tersebut wajib
dicantumkan pada bagian akhir Akta Notaris, demikian pula jika Notaris
tidak membacakan di hadapan para pihak, tapi para pihak berkehendak
untuk membaca sendini Akta tersebut, maka kehendak para pihak tersebut
harus dicantumkan pada bagian akhir Akta Notaris. Dengan demikian,
baik Akia dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada akhir

& bid, hal. 207-208.
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Akta, jika tidak dilakukan ada aspek formal yang tidak dipenuhi
mengakibatkan Akta tersebut cacat dari segi bentuk.

3. Melanggar ketentuan Pasal 4! dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan

Pasal 40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan:

- Pasal 39 bahwa:

a. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah
dan cakap melakukan perbuatan hukwm.

b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan
kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur
paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap
melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua)
penghadap lainnya.

- Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap Akta dibacakan oleh Notaris
depgan dihadini paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit
berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan
hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta dan dapat
membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai
hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas
atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesamping
sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 39 dan 40 berkaitan dengan aspek
subjektif sahnya Akta Notaris, yaitu cakap bertindak untuk melakukan
suatu perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap pasal ini termasuk ke dalam

tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan untuk memahami

batasan umum dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum,

4.

Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat Akta untuk diri sendiri,
istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan
dengan Noftaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah
dalam garis keturunan Jurus kebawah dan/atay ke atas tanpa
pembatasan derajat, serta dalam paris kesamping sampai dengan
derajatl ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun datlam
suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
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Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 40, hubungan perkawinan dengan

Notaris perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke

bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesamping sampai

dengan derajat ketiga dengan Notaris atan para pihak, dan Pasal 52,

termasuk kedalam tidak berwenangnya pejabal umum yang bersangkutan,

artinya ada penghalang bagi Notaris untuk menjalankan kewenangannya.

Kemudian sanksi perdata yang mengakibatkan suatu Akta Notaris batal

demi hukum, adalah dikarenakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan
dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 selain dari pasal-pasat yang disebutkan dalam
Pasal 84 UU Nomer 30 Tahun 2004. Ketentuan-ketentuan dibawah ini yang
menyebabkan Akta Notaris batal demi hukum karena:**

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h dan i, yaitu tidak

membuat daftar Akia wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat
dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan.
Menurut Pieter Latumenten, sanksi atas pelanggaran ketcutuan ini
menyebabkan Akta batal demi hukum yang berlaku sejak Pewaris
meninggal dunia, dan Notans belum membuat Dafiar Wasiat dan
melaporkannya kepada Departemen Hukum dan HAM RI.%

2. Melanggar kewajiban dalamn ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu
tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama,
jabatan, dan tempat kedudukannya.

3. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir Akia tidak disebutkan
atau dinyatakan dengan tegas mengenal penyebutan Akta telah
dibacakan untuk Akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau
bahasa lainnya yang digunakan dalam Akta, memakai penterjemah
resmi, penjelasan, penandatanganan Akta dihadapan penghadap,
Notaris, dan penterjemah resmi.

“ Ibid , hal. 209-210.

& pieter Latumenten, Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris serta Modal
Aktanya, (Makalah disampaikan pada Pembekalan Kongres XX lkatan Notaris indonesia, 28-31
Januari 2009), hal. 8.
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4. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak
memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris,
alas penggunaan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan,
pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain
dengan cara penambahan, penggantian, atau pencoretan.

Perubahan tersebut dianggap’ tidak ada atau batal demi hukum.

5. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak melakukan pencoretan kata,
huruf atau angka, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir Akta
sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau
dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan
tanpa mcnunjuk- bagian yang diubah mengakibatkan perubahan
tersebut batal.-

Perubahan tersebut diangpap tidak ada atau batal demi hukum.

6. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan,
pemarafan dan aias perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau
angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat
dibaca sesuat dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf,
atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi Akta, juga tidak
menyatakan pada akhir Akta mengenai jumiah perubahan, pencoretan,
atau penambahan.

7. Melanggar ketentnan Pasal 51, yaitu fidak membetulkan kesalahan
tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang
telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang
pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam Akta.
Perubahan tersebut menjadi batal demi hukum.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan akibat terhadap Akta yang mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan atau Akta batal demi hukum.
Mulai berlakunya degradasi kekuatan bukti Akta Notaris menjadi Akta dibawah
tangan sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Akta yang mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan ini tetap sah dan mengikat,
kecuali ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang

Universitas Indonesla

Tinjauan mengenai..., Alfi Renata, FH Ul. 2010.

DI sl TTE W Tt e Ty Ly | s



38

menyatakan batalnya Akta tersebut atau tidak mengikatnya Akta tersebut.%
Sedangkan untuk Akta yang batal demi hukum, mulai berlakunya Akta yang batal
demi hukum, sejak Akta tersebut ditandatangani atau Akta tersebut sejak semula
dianggap tidak pernah ada %’

23  TINJAUAN UMUM TENTANG MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Pengawasan terhadap Notans dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak
~ Asasi Manusia.® Dalam melakukan pengawasan, Menteri membentuk Majelis
Pengawas.®® Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ketentuan ini termasuk
pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris.”® Pengawasan meliputi
perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.”

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan
kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
Maijelis Pengawas Notaris berjumliah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;

b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan

c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.”

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdin atas 1
(satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap
anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh
anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara.”> Majelis

* Ibid,, hal. 5.

¢ Ibid, hal. 7.

% Indonesia, op. cit., Pasal 67 ayat (1).

® Ibid., Pasal 67 ayat (2).

™ bid., Penjelasan Pasal 67 ayat (2).

" Ibid., Pasal 67 ayat (5).

™ Ibid., Pasal 67 ayat (3).

™ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (a), Peraturan Menseri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara

Pengangkatan Anggota, Pemberhention Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Pasal 1 1.
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Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk
dalam rapat Majelis Pengawas Notaris.™

Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis
Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris
adalah:

a. Warga Negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Pendidikan paling rendah sarjana hukum;

d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

e. Tidak dalam keadaan pailit;

f.  Sehat jasmani dan rohani;

g Berpengalaman datam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

23.1 Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota.”® Ketua dan
Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota.”’ Masa
Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga)
tahun dan dapat diangkat kembali.”® Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh
seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas
Daerah.”

™ Ibid., Pasal 12.

™ Indonesia, op. cit., Pasal 2.

™ Ibid , Pasal 69 ayat (1),

™ Indonesia, op. cir., Pasal 69 ayat 3.
™ Ibid, Pasal 69 ayat (4).

™ Ibid., Pasal 69 ayat (5).
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Pembentukan Majelis Pengawas Daerah dilakukan apabila di daerah/kota
terdapat paling sedikit 6 (enam) orang Notaris.*® Apabila suatu daerah belum
memenuhi persyaratan untuk dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris,
maka semua tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah
Notaris yang belum terbentuk di daerah tersebut dilaksanakan oleh Majelis
Pengawas Daerah Notaris terdekat, dalam wilayah hukum Majelis Pengawas
Wilayah Notaris yang meliputi wilayah hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris
tersebut.®' Dalam h;al di suatu wilayah provinsi Majelis Pengawas Daerah Notaris
tidak mungkin dibentuk, maka tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris diambil
alih oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris.* _

Berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 2004, Majelis Pengawas
Daerah berwenang:

a. menyelengparakan sidang untuk. memeriksa adanya dugaan

pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan
Notaris;

b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap
perlu;
memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris
yang bersangkutan;

e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat
serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun
atau lebih;

f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara
Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat nepara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal |1 ayat (4);

¥ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (b), Surat Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Nomor C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005 Perihal Pembentukan Majelis
Pengawas Daerah Notaris.

8 1bid.
2 Ibid.
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g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam
Undang-Undang ini; dan

h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf ¢, huruf £, dan huruf g kepada
Majelis Pengawas Wilayah.33

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja
dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham MNomor:
M.02.PR.08.10 Tahun 2004), pemertksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah
tertutup untuk umuom.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah yang lainnya adalah bahwa Majelis
Pengawas Daerah berwenang untuk memberikan persetujuan pemanggilan Notaris
oleh Penyidik, Penuntut Umunu atau Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 66
ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan
proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, ataw Hakim dengan persetujuan
Majelis Pengawas Daerah berwenang:

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan
pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalamn pemeriksaan yang berkaitan dengan

Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam

penyimpanan Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah inilah yang akan lebih lanjut dibahas dalam
pembahasan penelitian ini.

Adapun kewenangan Majelis Pengawas Daerah terbagi atas kewenangan
yang bersifat administratif yang dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah
satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis
Pengawas Daerah (tidak memerlukan keputusan rapat tertentut untuk mengambil
keputusan), dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif
yang memerlukan keputusan rapat

 |ndonesia, op. cit., Pasal 70.
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Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif

dilaksanakan olen ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diber

wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, yaitu mehputi:

d.

memberikan izin cuti untuk jangka wakfu sampai dengan 6 (enam)
bulan;

menetapkan Notaris Pengganti;

menentukan tempat penyimpanar Protokel Notaris yang pada saat
serah terima Protokol Notaris telak berumur 25 (dua puluh lima) tahun
atau lebih;

menerima laporan dari masyarakat mengenal adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan datam
Undang-Undang;

memberi paraf dan menandatangami daftar Akta, daftar surat di bawah
tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan,
dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;

menerima penyampaian secara tertulis salinan dani daftar Akta, daftar
surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan
yang dibukukan yang teiah disahkannya, yang dibuat pada bulan
sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan
berikutnya, yang memuat sekureng-kurangnya nomor, tanggal, dan
judul Akta

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang

memerlukan keputusan rapat adalah:

a. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol

Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;

menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol
Notaris yang meninggal dunia;

memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum,
atau hakim untuk proses peradilan:

menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surai-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol WNotaris dalam

™ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (a), op.cit., Pasal 13.
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penyimpanan Notaris; dan
memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam

penyimpanan Notaris.**

Selanjutnya mengenai kewajiban Majelis Pengawas Daerah, diatur dalam
Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 2004, yaitu:

a.

mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris
dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumiah Akta serta jumlah
surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal
pemeriksaan terakhir;

membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada
Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada
Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas
Pusat;

merahasiakan isi Akta dan hasil pemeriksaan;

menerima salinan yang telah disahkan dan daftar Akta dan dafiar Iain
dari Notaris dan merahasiakannya;

memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan
hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang
melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan
Organisasi Notaris;

menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan

cutj.3®

2.3.2 Majelis Pengawas Wilayah
Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota
provinsi.*’ Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan

% Ibid, Pasal 14.

® Indonesia, op. cit., Pasal 71.

% Ibid, Pasal 72 ayat (I).
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oleh anggota.®® Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas
Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.** Majelis Pengawas

Wilayah dibantu oleh seorang sekretans atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat

Majelis Pengawas Wilayah.*®

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 73 ayat (1)
UU Nomor 30 Tahun 2004, dimana Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

a.

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan

atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas

Wilayah;

memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan

sebagaimana dimaksud pada huruf a;

memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah

yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;

memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis

Pengawas Pusat berupa:

1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam)
bulan; atau

2) pemberhentian dengan tidak hormat.

membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi

sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf £.*!

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada buruf e

sebagaimana tersebut diatas bersifat final. Terhadap setiap keputusan penjatuhan
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita

acara.

® Ibid , Pasal 72 ayat (3).

¥ Ibid., Pasal 72 ayat (4).

* {bid., Pasal 72 ayat 5.

%! Ibid,, Pasal 73 ayat (1).
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Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum. Notars
berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas
Wilayah.

Mengenai kewajiban Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 75 UU
Nomor 30 Tahun 2004, yaitu Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat

(1) huruf a, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang
bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan
Organisasi Notaris; dan

b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis

Pengawas Pusat terhadap penjatuban sanksi dan penolakan cuti.

23.3 Majelis Pengawas Pusat
Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.*
Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota
Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3
(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.>* Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh
seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas
Pusat %
Berdasarkan Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2004, Pengawas Pusat
berwenang:
a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan
dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

%2 Ibid., Pasal 76 ayat (1).
* Ibid , Pasal 76 ayat (3).
™ Ibid., Pasal 76 ayat (4).

% Ibid , Pasal 76 ayat (5).
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d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak
hormat kepada Menteri.

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.”® Notaris berhak untuk membela
diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.”’

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 79
UU Nomor 30 Tahun 2004 adalah menyampaikan keputusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan
dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas
Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.”®

24  TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI
24,1 Pembuktian

Yang dimaksud dengan “membuktikan” jalah meyakinkan Hakim tentang
keberaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.”
“Membuktikan” mengandung maksud dan usaha uvntuk menyatakan kebenaran
atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal kebenaran peristiwa
tersebut. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya
pembuktian, yang memegang peranan penting.'”

Pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan pembuktian daiam
hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan-
ketentuan yang berisi penpgarisan dan pedoman fentang cara-cara yang
dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa.'®' Pasal 183

* Ibid,, Pasal 78 ayat (1).
% 1bid , Pasal 78 ayat (2).
** Ibid , Pasal 79.

% Subekti, op.cit., hal. 7.

' Martiman Prodjohamidjojo (a), Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1983), hal. 11.

"™ M. Yahya Harahap (b), Pembahasan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua}, cet. 6, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2005), hal. 273.
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KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang
terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:
kesalahannya terbukti dengan sekurangnya dua alat bukti sah;

b. dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.'®

Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah untuk mencar
kebenaran material atau kebenaran sejati, dimana dalam KUHAP terdapat 4
(empat) tahap dalam mencari kebenaran sejati, yaitu melalui:

a. Penyidikan;

b. penuntutan;

c. pemeriksaan di persidangan;

d. pelaksanaan, penpamatan, dan pengawasan.

Dalam hukum acara perdata, kebenaran yang dican adalah kebenaran
formal. Siapa yang mengaku mempunyai hak atau membantah hak orang lain
harus membuktikan (Pasal 163 HIR, 1865 KUHPerdata, Pasal 283 Rbg). Tujuan
pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara para pihak, yaiitu
penggugat dan tergugat. Mencari kebenaran formal berarti Hakim perdata
menyelidiki kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang dikemukakan, akan tetapi
hanya sepanjang pihak-pihak yang bersangkutan yang menghendakinya. Hakim
perdata dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi hal-hal
yang tidak diminta (Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg).'*

2.4.2 Alat Bukti
Dalam hukurn acara pidana, urutan alat-alat bukti adalah:
1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli;
3. surai;
4. petunjuk;

192 1bid , hal. 274.

19 prodjohamidjojo, op. cit., hal.12.
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5. keterangan terdakwa.

Mengenai alat bukti keterangan saksi, dapat atau tidaknya seorang saksi
dipercaya bergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh Hakim. Pasal
185 ayat (6) KUHAP mengatur bahwa dalam menilai keterangan seorang saksi,
Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

b. persesuaian antara keternagan saksi dengan alat bukti yang lainl

c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh sakst untuk memberi
keterangan tertentu;

d. cama hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada
umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu
dipercaya.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa keterangan saksi yang
dinyatakan di muka sidang mengenai apa yang ia lihat, rasakan alami adalah
keterangan sebagai alat bukti. Dalam setiap kesaksian harus disebut alasan sahsi
untuk memberikan keterangan itu (Pasal 185 ayat (6) sub ¢) atau dengan kata lain:
segala sebab pengetahuan saksi. Jadi saksi harus memberi keterangan tentang
sebab-musababnya ia mengetahui, melihat, mengalami peristiwa itu.'®

Kemudian Pasal 185 ayat (5) ditegaskan bahwa pendapat maupun rekaan
yang diperoleh dari hasil pikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Jadi,
suatu rekaan pendapat dani hasil akal tidak dianggap sebagai keterangan saksi.

Kemudian mengenai alat bukti keterangan ahli. Keterangan ahli
merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keablian
khusus dan objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna
menambah pengetahuan Hakim sendiri dalam suatu hal.'® Pasal 160 ayat 4)
KUHAP mengatur bahwa seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah
saksi itu selesai memberikan keterangan, dan Pasal 161 ayat (2) KUHAP
mengatur bahwa saksi ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak

'™ Martiman Prodjohamidjojo (b), Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan
PrAktak, (Jakarta: PT Pradnya Pramita, 1988), hal. 143,

105 1bid , hal. 145.
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dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanya merupakan keterangan
yang dapat menguatkan keyakinan Hakim.

Kemudian mengenai alat bukti surat, diatur dalam pasal 187 KUHAP,
bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-
undang, ialah;

1. Surat yang dibnat atas sumpah jabatan;

2. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

yaitu:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat
umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau
yang dialami pejabat itu sendiri, dan disertai dengan alasan yang jelas
dan tepas tentang keterangannya itu

b. Sumat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau
surat yang dibuat oleh p<)abat mengenai hal yang termasuk dalam tata
laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi
pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.

c. surat keterangan dari suatu ahli yang memuat pendapat berdasar
keahliannya mengenai suatu hal atau svatu keadaan yang diminta
secara resmi daripadanya. Tentang bentuk surat ini, terdapat sifat
dualisme alat bukti keterangan ahli. Keterangan ahli yang berbentuk
laporan dapat disamakan dengan alat bukti keterangan ahli yang
memuat pendapat berdasarkan keahliannya seperti yang dirumuskan
pasal 187 huruf ¢ KUHAP.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi
dari alat pembuktian yang lain. '%

Kemudian mengenai alat bukti petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan,
kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan lain
maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah tegadi suatu
tindak pidana dan siapa pelakunya. Perbuatan, kejadian atau keadaan itu hanya
dapat diperoleh dan:

'% Harahap (b), op. cit., hal. 306-307.
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a. keterangan saksi;

b. surat; '

¢. keterangan terdakwa.
Hal ini diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHAP

Mengenai alat bukti keterangan terdakwa, diatur dalam Pasal 52 dan 117
KUHAP bahwa keterangan terdakwa dimuka Penyidik darn Hakim dilandas: oleh
kebebasan memberi-kcterangan, yaitu dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan
dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara
bebas pada Penyidik dan Hakim. Keterangan terdakwa diberikan tanpa tekanan
dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun; artinya terdakwa memberikan
keterangan secara bebas.'”’ Keterangan dari terdakwa saja tidak cukup untuk
membuktikan kesalahan terdakwa bahwa ia melakukan perbuatan yang
didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukit yang lain
(Pasal 189 ayat 4 KUHAP).

Dalam hukum acara perdata, urutan alat-alat bukti dalam hukum acara

perdata adalah:
1. bukti tulisan;
2. bukti saksi;
3. persangkaan,
4. pengakuan;
5. sumpah.

Alat bukti tulisan telah sempat diuraikan sebelumnya dalam sub bab diatas
sehingga tidak akan diuraikan lebih lanjut. Jika bukti tulisan tidak ada, maka
dalam perkara orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan
atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang Hakim.

Saksi-saksi merupakan orang yang melihat atau mengalami sendiri
peristiwa yang harus dibuktikan di muka Hakim tadi, dan saksi-saksi ada yang
memang dengan sengaja diminta menyaksikan perbuatan hukum yang sedang
dilakukan.

Persangkaan ialah kesimpulan yang ditarik dan suatu peristiwa yang telah
“terkenal” atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang “tidak terkenal”,

197 1 ihat Pasal 188 KUHAP.
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artinya belum terbukti.'®®

Persangkaan dilakukan dengan melalui atau dengan
perantaraan alat-alat bukti lain. “Persangkaan” adalah menyerupai yang
dinamakan “petunjuk” dalam suatu perkara pidana.

Kemudian mengenai pengakuan. Menurut Subekti, sebenarnya adalah
tidak tepat untuk menamakan pengakuan itu suatu alat bukti, karena justru apabila
dalil-dalil yang dikemukakan oleh snatu pihak diakui oleh pihak lawan, maka
pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya atau
dibebaskan dari pembuktian. Hakim hams menganggap dalil-dalil yang telah
diakui itu sebagai benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau
gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tsb.

Pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah
pengakuan yang dilakukan di muka Hakim. Pengakuan int harus diucapkan di
muka Hakim oleh tergugat sendiri atau oleh seorang yang khusus dikuasakan
untuk itu.

Kemudian mengenai alat buekit sumpah. Ada dua macam sumpah di muka
Hakim:

1. sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang
lain uwntuk menggantungkan pemutusan perkara padanya (sumpah
pemutus atau decissoir);

2. sumpah yang oleh Hakim karena jabatannya, diperintahken kepada
salah satu pihak (sumpah tambahan alau suppletoir).

Hal ini diaiur dalam Pasal 1929 KUHPerdata.

2.5 KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU MENGENAI
PENGAMBILAN MINUTA AKTA NOTARIS
2.5.1 Sebelum Berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004
Sebelum berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004, menurut M. Yahya
Harahap, penyitaan Akta Notaris berpedoman kepada Surat Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986 dan Pasal
43 KUHAP.

1% Subekti, ap. cit., hal, 46.
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Dalam Surat tertanggal 12 April 1986 Nomor: MA/Pemb/3429/86 Perihal
Pertunjuk tentang Izin Penyitaan Minuta Akta yang disimpan oleh
Notaris/Panitera, disampaikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut.'®®

I. Pasal 40 Peraturan Jabatan Notans menentukan bahwa dengan
pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum,
Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan grosse, salinan, ataupun
kutipan, juga tidak diperbolehkan memperlihatkan atau memberitahukan
isi Akta-Akta, selain kepada orang-orang yang berkepentingan, para ahli
waris atau penerima hak mereka, dengan ancaman dikenakan denda Rp
100,- sampai Rp 200,- dan dalam hal pelanggaran terulang, dengan
ancaman dipecat dari jabatan mereka selama tiga sampai epam bulan,
semuanya dengan tidak mengurangi pembayaran biaya, kerugian, dan
bunga.

2. Dalam praktek, ketentuan Pasal 40 PJN itu dapat menimbulkan posisi
yang sulit bagi seorang Notars dalam proses kriminil, dalam hal ia:

a. menghadapi Penyidik yang berkehendak mengadakan penyitaan
atas protokol-protokol yang wajib dirahasiakan, untuk kepentingan
Penyidikan suatu pemeriksaan perkara kriminil.

b. dipanggil menjadi saksi untuk memberikan keterangan mengenai
hal-hal yang menurut ketentuan Pasal 40 PJN harus dirahasiakan,

3. Ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP adalah ketentuan undang-undang
yang lebih tinggi daripada PJN sehingga pengecualian-pengecualian yang
menyangkut ketentuan Pasal 40 PJN merupakan pengecualian-
pengecualian yang dimaksudkan dengan rumusan “dalam hal-hal yang
diatur dalam peraturan-peraturan umum tersebut dalam Pasal 40 PIN
tersebut.

4. Pasal 38 KUHAP menentukan secara umum bahwa penyitaan (apapun)
hanya dapat dilakukan Penyidik dengan surat izin Ketva Pengadilan

' Himpunan Surat Edaran MA (SEMA) dan Peraturan/instruksi/Keputusan/Surat
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1986 — 1988, cet. 2,
{dihimpun oleh: Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993,
hal. 72-75).
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Negeri setempat yang biasanya dituangkan dalam bentuk Penetapan,
kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.
Pasal 43 KUHAP menentukan: penyitaan surat atau tulisan lain dan
mereka yang  berkewajiban menurut  undang-undang  untuk
merahasiakannya (dalam hal ini para Notaris), sepanjang tidak
menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan
mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali
undang-undang menentukan lain.
. Minuta Akta yang disimpan oleh Notaris dianggap sebagai arsip negara,
jadi kedudukannya sebagai arsip megara. Sedangkan Pasal 43 KUHAP
menentukan: surat atau tulisan yang menyangkut rahasia negara tidak
boleh atau dilarang dibeberkan oleh mereka yang berkewajiban menurut
undang-undang merahasiakannya (dalam hal ini Notaris).
Jadi kalau sesuatu Minuta Akta Notaris itu berisi rahasia negara, Ketua
Pengadilan Negeri setempatpun kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang tidak dapat memberikan izin agar Minuta Akta tersebut disita oleh
Penyidik. Sebaliknya, manakala Minuta Akta tidak berisi dan menyangkut
rahasia negara, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat pada prinsipnya
dengan izin khusus dapat memberikan izin untuk diadakan penyitaan atas
Minuta Akta yang bersangkutan,
. Akan tetapi walaupun tujuan penyitaan itu adalah sebagai wahana untuk
menjernihkan jalannya kejadian yang menyangkut perbuatan kriminil yang
sedang diproses oleh Penyidik. Jadi untuk kepentingan justisi atau
kepentingan umum yang lebih tinggi nilainya danipada kepentingan
pribadi-pribadi yang berkaitan dengan sesuvatu Akta, namun karena sesuatu
Minuta Akta itu adalah suatu arsip negara yang terikat atau iekat dalam
suatuy buku protokol yang tidak dapat disobek, dikelvarkan dari buku
protokol keseluruhannya, serta untuk menjamin tidak berubabnya posisi
daripada Minuta Akta tersebut sebagai arsip negara, maka jalan keluar
untuk dapat dipenuhinya permintaan Penyidikan adalah sebagai berikut:

a. Penyidik mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan

Negeri setempat dimana Minuta Akta Notans itu berada, entah
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pada Notaris yang bersangkutan ataupun pada Panitera Pengadilan
Negeri déngan menjelaskan secara gamblang relevansi dan

urgensinya untuk membuka rahasia sesuatu Minuta Akta.

. Ketua Pengadilan Negeri setelah mempertimbangkan dengan

masak-masak dan secermat-cermatnya, terutama mengenai relevan
tidaknya dan wurgen tidaknya Penyidik melihat ataupun
memperoleh salinan/kutipan dari Minuta Akta yang disimpan
Notaris yang bersangkutan, menentukan dalam Penetapannya
apakah permohonan Penyidik itu dikabulkan atau tidak.

. Kalau izin khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 43 KUHAP

itu dikeluarkan, artinya Penyidik hanya diizinkan untuk: membuat
fotokopi dari Minuta Akta yang bersangkutan, yang kemudian
keabsahan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Notaris yang
bersangkutan. Fotokopi tersebut dapat diajukan sebagai barang
bukti seterusnya di muka persidangan.

Oleh Notaris yang bersangkutan dibuat berita acara tentang
pembuatannya itu yang kemudian dilampirkan kepada Minuta Akta
yang telah dibuat fotokopi itu dan yang telah diserahkan kepada
Penyidik.

. Dengan demikian, maka maksud dari Penyidik dalam rangka tugas

kewajiban yustisialnya sudah dapat dicukupi. Dan bagi Notaris
yang bersangkutan, setelah adanya izin tersebut yang sudah
memenuhi ketentuan Pasal 43 KUHAP, akan terhindar dari
pengenaan sanksi Pasal 40 PN.

Di muka persidangan pidana, ada kemungkinan Notaris diminta
keterangan sebagai saksi, baik yang mengenai isi Minuta Akta maupun
hal-hal yang lain; ada kemungkinan Notaris diwajibkan memperlihatkan
dimuka persidangan hal-hal yang diperlukan oleh majelis Hakim, kecuali
hal-hal yang menyangkut rahasia negara.

Di muka persidangan, ada kemungkinan ada seorang Notaris dalam
berkedudukan sebagai saksi biasa dimana ia harus memberikan keterangan

yang berkaitan kepada sesuatu rahasia jabatannya; dalam hal demikian
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pertama-tama Notaris dapat mengemukakan alasan-alasan yang mendasari

permintaannya agar dibebaskan dari kewajiban memberkan kesaksian

tersebut. Namun demikian, dalam hal demikian sesuai dengan ketentuan

Pasal 170 ayat (2) KUHAP, Hakimlah yang dapat menentukan sah

tidaknya hak tolak yang dikemukakan oleh Notaris tersebut.

Jika dalam hal itu Notaris tetap menolak untuk memberikan kesaksian,

maka ada kemungkinan Pasal 161 KUHAP dapat diterapkan kepadanya.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan
atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,
berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian datam Penyidikan,
penuntutan, dan peradilan (Pasal 1 angka 16 KUHAP). Dalam hal ini bendz yang
disita hanyalah benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana.

Pasal 43 KUHAP menentukan bahwa penyitaan surat atau tulisan lain dari
mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya,
sepanjang tidak menyangkut rahasia nepara, hanya dapat dilakukan atas
persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali
undang-undang menentukan lain.

Notaris merupakan pejabat yang menyimpan Minuta Akta dan
berkewajiba:i untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akia yang dibuainya
dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesusi dengan
sumpah/janji jabatannya berdasarkan undang-undang, Dalam hal ini, penyitaan
Minuta Akta Notaris harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan.

2.5.2 Setelah Berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004

Dengan berlakunya Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004, disusul dengan
berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan
Notaris, pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Minuta Akta dapat dilakukan
dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah di wilayah mana Notaris yang
bersangkutan berkedudukan.

Dalam Bab ViII Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan
Notaris, Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004, ditentukan bahwa:
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1) Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau
Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Aktia dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris; dan

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada
dalam penyimpanan Notaris.

2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Permenkumham Nomor
M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Permenkumham ini terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu
Bab I Tentang Ketentvan Umum, Bab I Tentang Syarat dan Tata Cara
Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan/atau Surat-Surat yang dilekatkan pada
Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris, Bab HI Tentang
Syarat dan Tata Cara Pengambilan Minuta Akta dan/atau Surat-Surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris,
dan Bab IV Tentang Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris.

Dalam pembahasan penelitian ini akan dipaparkan mengenai Bab II dan
111 dari Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10
Tahun 2007 dalam Bab Il Tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Fotokopi
Minuta Akta dan/atau Surat-Surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau
Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris mengatur sebagai berikut.

Pasal 2 Permenkumham Nomeor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur
bahwa:

1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses
peradilan dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat
yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris dengan mengajukan pertnohonan tertulis kepada
Majelis Pengawas Daerah.
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2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya
disampaikan kepada Notaris. '

3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan
pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris.

Pasal 3 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur
bahwa Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan
fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:

2. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau
surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris
dalam penyimpanan Notaris; atau

b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa
dalam pcral;uran perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 4 Permenkumham Nomor vi.03.HT.03.10 Tahun 2007 menentukan
bahwa Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.
Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun
2007, Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik,
Penuntut Umum, atau Hakim untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.

Pasal 6 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur
bahwa Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak
memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Notaris memberikan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1} kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, disertai berita acara serah
terima yang ditandatangani oleh Notaris dan Penyidik, Penuntut Umum, atau
Hakim (Pasal 7 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007).
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Berdasarkan BAB 11l Tentang Tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan
Minuta Akta dan/atau Surat-Surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau

Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris Pasal 8 sampai dengan Pasal 13
Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, adalah sebagai berikut.

Pasal
bahwa:

1)

2)

3)

8 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses
peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang
bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada
Majelis Pengawas Daerah.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya
disampaikan kepada Notaris.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan
pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada
Minuta Akta atan Protoko] Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 9 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.1C Tahun 2007 mengatur
bahwa Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengarmnbilan
Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol
Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) apabila:

a.

ada dugaan tindak pidana berkaitan denpan Minuta Akta dan/atau
surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris
dalam penyimpanan Notaris;

belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa
dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;

ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;

ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau

ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal Akta {antidatum).
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Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan (Pasal
10 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007). Pasal 11
Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur bahwa Majelis
Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta
dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris
dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
apabila tidak memenuht ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Berdasarkan Pasal 12 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007,

diatur ketentuan sebagai berikut.

(1) Majelis Pengawas Daerah wajib membenkan persetujuan atau tidak
memberikan persetyjuan secara tertulis dalam jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hani terhitung sejak diterimanya surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Selanjutmya, Pasal 13 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007

mengatur sebagai berikut.

1)  Penyidik, Penuntut Umurn, atau Hakim, setelah mendapat persetujuan
dari Majelis Pengawas Daerah, meminta Notaris untuk membawa
Minuta Akta yang dibuatmya dan/atau Minuta Akta Notaris lain yang
berada dalam penyimpanan protokolnya, untuk diperiksa di Pusat
Laboratorium Forensik mengenai keabsahan tanda tangan dan/atan
cap jempol yang tertera pada Minuta Akta pada hari yang ditentukan.

2)  Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta
Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya tidak
dapat disclesaikan pada han yang telah ditentukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka Notaris membawa kembali Minuta Akta
yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akla Notaris lain yang berada dalam
penyimpanan protokolnya untuk diperiksa ulang pada han yang akan
ditentukan.

3)  Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta
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Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya telah

selesal dilaksanakan maka Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau

Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan
protokolnya diserahkan kembali kepada Notaris.

Pasal 19 mengatur bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan

diatas berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat

Sementara Notaris.

26 KEDUDUKAN MINUTA AKTA NOTARIS SEBAGATI ALAT BUKTI

Akta Notaris dapat berupa Minuta Akta Notaris dan Salinan Akta Notaris.
Minuta Akta Notaris, yang merupakan asli Akta Notans yang ditandatangani oleh
para penghadap, saksi-saksi dan Notaris, disimpan dalam protokol Notaris yang
bersangkutan. Salinan Akta Notaris merupakan Akta Notaris yang beredar di
masyarakat yang diberikan kepada para pihak yang berkepentingan dan memiliki
kekuatan pembuktian yang sempumna. Tentunya apabila Akta Notaris berupa
salinan memitiki kekuatan pembuktian yang sempurna, demikian halnya dengan
Akta Notaris berepa Minuta Akta.

Pasal 1888 KUHPerdata mengatur bahwa kekuatan pembuktian suatu
bukti tulisan adalah pada Akta aslinya. Apabila Akta yang asli itu ada, maka
salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-
salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa
dapat dipenintahkan mempertunjukkannya. Untuk selanjutnya dalam pembahasan
dibawah ini akan dipakai istilah Akta Notaris.

Kekuatan pembuktian sempurna terdapat pada Akta Notaris sebagai alat
bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagai suatu Akta
otentik.

Oleh karena itu untuk melekatkan nilai kekuatan yang seperti itu pada
Akta otentik, harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian yang disebut di
bawah ini.

1. Kekuatan Pembuktian Lahinah (Uitwendige Bewijskracht)

Yang dimaksudkan dengan kekuatan pembuktian lahir ialah

kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang
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tampak pada lahimya: yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir)
seperti Akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti Akta sepanjang
tidak terbukti sebaliknya.''®

Hakim dan para pibak yang berperkara wajib menganggap
Akta yang diperlihatkan pada perkara tersebut sebagai Akta otentik,
sampai pihak lawan dapast membuktikan bahwa Akta otentik yang
diajukan, bukan Akta otentik karena pihak lawan dapat membuktikan
adanya:
a. Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang;
b. Tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu; atau
¢. Isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik

berupa pengurangan atau penambahan kalimat.'"!

Atas kekuatan pembuktian lahiriah ini  dimaksudkan
kemampuan dani Akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai
Akta otentik, baik Akta pejabal maupun Akta para pihak. Sesuatu
Akta yang dibuat dari luar kelihatannya sebagai Akta otentik, beriaku
sebagai Akta otentik terhadap setiap orang; tanda tangan dari pejabat
yang bersangkutan (Notaris) diterima sebagai sah.''?

Sebagai asas berlaku acta publica probani sese ipsa, yang
artinya suatu Akta yang lahimya tampak sebagai Akta otentik serta
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Akta itu berlaku
atau dapat dianggap sebagai Akta otentik, sampai terbukti sebaliknya.
Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkannya
otentik tidaknya. '*?

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada Akta Notaris

sebagai Akta otentik dapat dilihat pada pasal 1871 KUHPerdata,

1 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty,
1998), hal. 153

""" Harahap (a), op. cit., hal.
'2 Tobing, op. cit., hal, 55.

13 Mertokusumeo, op. cit., hal. 153-154.
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bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar
diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang
membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan
penanda tangan dalam Akta otentik, dianggap benar sebagai
keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.'

Dalam arti formil, Akta pejabat membuktikan kebenaran
keterangan pejabat mengenai apa yang dilihat, didengar dan dilakukan
pejabat. Terdapat kepastian mengenai tangpal dan tempat Akta dibuat
serta keaslian tanda tangan. Pejabat menerangkan demikian itu sudah
pasti bagi siapapun. Dalam hal Akta para pihak (Akta partif), bagi
siapapun telah pasti bahwa pihak-pithak dan pejabat menyatakan
seperti yang tercantum di atas tanda tangan mereka.''?

Oleh karena itu; baik Akta partij dan Akta pejabat dalam hal
ini adalah sama, dimana terjamin kebenaran/kepastian tanggal dan
Akiz iy, kebenaran tanda tanpan yang terdapat dalam Akta i,
identitas dari orang-orang yang hadir (comparanten), demikian juga
tempat di mana Akta itu dibuat dan sepanjang mengenai Akta partij,
bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam Akta
it 116
3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan pembuktian materiil Akta otentik, termasuk Akta
Notaris, menyangkut permasalahan benar atau tidaknya keterangan
yang tercantum didalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian
materiil adalah persoalan pokok Akta otentik.'"’

Dapat dikemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut.'"?

a. Penandatanganan Akta otentik untuk keuntungan pihak lain;

'"" Harahap (a), op. cit., hal.

"'* Mertokusumo, op. cit., hal. 155-157.
"¢ Tobing. op. cit., hal, 57.

""" Harahap (a), op. cit., hal. 568.

"% rbid. , hal. 568-569.
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setiap penandatanganan Akta otentik oleh seseorang, selamanya
harus dianggap untuk keuntungan pihak lain; bukan wuntuk
keuntungan pihak penanda tangan.

b. Seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri
sendiri; siapa yang menandatangani Akta otentik berarit dengan
sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang
tercantum didalam Akta; tujuan dan maksud pemyataan itu
dituangkan dalam bentuk Akta, untuk menjamin kebenaran
keterangan tersebut; oleh karena itu, di kemudian hari penanda
tangan tidak boleh menpatskan atau mengingkari bahwa ia tidak
menulis atau memberi keterangan seperti yang tercantum dalam
Akia; namun demukian bukan berarti kebenaran itu bersifat
mutlak sesual dengan keadaan yang sebenarnya.

c. Akibat hukumn dari Akta dikaitkan dengan pembuktian materiil
Akta otentik. Apabila terdapat dua orang atau lebih, dan antara
mereka saling memberi keterangan untuk dituangkan dalam
Akta, tindakan mereka itu ditinjau dari kekuatan pembukiian
materiil Akta otentik, menimbulkan akibat hukum sebagai
berikut: Kelerangan atau pemnyataan itu sepanjang saling
bersesuaian, melahirkan persetujuan yang mengikat kepada
mereka. Dengan demikian, Akta tersebut menjadi bukti tentang
adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam Akta
tersebut.

Kekuatan pembuktian matenil ini memberkan kepastian
tentang materi suatu Akta, memberi kepastian tentang peristiwa
bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti
yang dimuat dalam Akta.''® Isi dari Akta itu dianggap dibuktikan
sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh
adakan/buatkan Akta itu sebapai tanda bukti terhadap dirinya atau

9 Mertokusumo, op. cit., hal. 153.
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yang dinamakan “preuve preconstituee™; Akta itu mempunyai
kekuatan pembuktian material. '’

Dalam hukum pembuktian perdata, Akta Notaris sebagai Akta otentik
adalah alat bukti tertulis yang mempunyai kekuvatan pembuktian yang sempurna.
Namun disini juga perlu dipahami bahwa Akta otentik sebagai alat bukti yang
sempurna dan mengikat namun tidak bersifat menentukan (beslissend) atau
memaksa.(dwingend). Terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Dalam hal ini,
derajat kekuatan pembuktian Akta Notaris sebagai Akta otentik hanya sampai
pada tingkat sempuma dan mengikat, tetapi tidak memaksa dan menentukan,
Apabila terhadapnya diajukan bukti Jawan, maka:

a. Derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulaan fulisan.

b. Dalam keadaan . yang demikian, tidak dapat berdiri sendiri
mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus
dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain.'*!

Disinilah sebenarnya kedudukan suatu Akta Notaris sebagai Akta otentik dalam
hukum pembuktian dalam hukum acara perdata.

Dalam hukum acara pidana, Hakim bebas menilai kekuatan pembuktian
Akta Notaris, Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya. Dasar alasan
ketidakterikatan Hakim atas alal bukti sural tersebut didasarkan pada beberapa
asas, antara lain:'2

a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari

kebenaran materiil atau kebenaran sejati (materiele waarheid), bukan

untuk mencari kebeparan formal. Dengan asas ini, Hakim bebas
menilai kebenaran yang terkandung dalam alat bukti surat. Walaupun
dalam segi formal, alat bukti surat telah benar dan sempurna, namun
kebenaran dan kesempurnaan formal itu dapat disingkirkan demi
untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materiil. Lain halnya

dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Kebenaran yang hendak

12 Tobing, op. cit., hal. 59.
‘2! Harahap (a), op. cit., hal. 583-584.
' Harahap (b), op. cit., hal. 310-312,
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dican atau diwujudkan, sedapat mungkin mencapai kebenaran sejati,
tetapi jika seandainya kebenaran sejati tidak dapat diwujudkan Hakim,
dapat diperkenankan diwujudkan kebenaran formal.

b. Asas keyakinan Hakim. Asas keyakinan Hakim seperti yang terdapat
pada Pasal 183 KUHAP berhubungan dengan ajaran sistem
pembuktian yang dianut KUMAP yaitu sistem pemBuktian menurat
undang-undang secara negatif.

c. Asas batas minimum pembuktian. Walaupun dikatakan ditinjau dari
segi formal, alat bukti surat resmi atau otentik berbentuk surat yang
dikeluarkan berdasarkan undang-undang adalah alat bukti yang sah
dan bemilai sempuma, namun nilaj kesempurnaan yang melekat pada
alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukungnya untuk berdiri
sendiri atau tidak cukup. Ia tetap memerlukan dukungan dari alat bukti
lainnya. Bertittk tolak dari prinsip atau asas batas minimum
pembuktian yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah,
bagaimanapun sempumanya 1 alat bukti surat, kesempurnaannya itu
tidak dapat berdiri sendiri.

Jadi, dalam hukum acara pidana, Akta Notaris sebagai Akta otenuk
merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila
dilihat dari segi formil, sedangkan apabila dilihat dari segi matenil, Akta Notaris
sebagai Akta otentik bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang
mengikat, melainkan bersifat bebas karena dalam hukum acara pidana Hakim
bebas untuk menilai kekuatan dan kebenarannya, dalam arti di samping alat bukti
Akta Notaris harus ada minimal satu alat bukti lainnya karena dalam hukum
(acara) pidana minimal diperlukan adanya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan
Hakim.

Minuta Akta Notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
Dalam hal ini, Minuta Akta Notaris apabila terbukti secara sah tidak mengandung
kepalsuan maka kekuatan pembuktiannya sempurna. Namun demikian, dalam
hukum acara pidana seperti telah dikemukakan sebelumnya, nilai kekuatan dan
kebenarannya diserahkan kepada Hakim dan harus ada alat bukti lain yang
mendukung.
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2.7 ANALISIS TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN YANG
BERLAKU TERKAIT DENGAN PENGAMBILAN MINUTA AKTA
NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI
Sebagaimana telah diuratkan dalam sub bab sebelumnya, bahwa sebelum

UU Nomor 30 Tahun 2004 berlaku, pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atan

Minuta Akta dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan Penetapan

Penpadilan Negeri. Sedangkan, saat imi cukup dengan persetujuan Majelis

Pengawas Daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah perlindungan

hukum bagi Notaris, mengingat Notaris juga memiliki kewajiban untuk

menyimpan Minuta Akta Notaris'> dan juga kewajiban ingkar'?*, yang apabila
tidak dipenuhi berarti Notaris yang bersangkutan berarti telah melakukan
pelanggaran dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Ketentuan yang berlaku mengenai pengambilan fotokopi Minuta Akta
dan/atau Minuta Akia Notaris ini diatur dalam Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun
2004 dan Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Pemaparan lebih
lanjut mengenai alasan, syarat dan prosedur pengambilan fotokopi Minuta Akta
dan/atau Minuta Akta akan diuraikan dibawah ini.

Mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris atas pengambilan Minuta
Akta berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan Permenkumham
Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, ada beberapa pendapat. Salah satunya adalah
pendapat Jusuf Patrianto Tjahjono, bahwa terhadap masalah pengambilan Minuta
Akta/protokol Notaris, pengambilan Minuta Akta/protokol Notaris hanya dapat
dilakukan dalam tahap pemeriksaan oleh Hakim guna mencari kebenaran materiil,

'® Lihat Pasal 15 ayat (1) jo. 16 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2004. Salah saw
wewenang Notaris adalah menyimpan Akia (dalem hal ini Minuta Akta Notaris, dan saiah satu
kewajiban Nolaris adalah menyimpan Minuta Akta Notaris sebagat bagian dart protokol Notans.

'# Lihat Pasal 4 ayat (2) jo. 16 ayat (1) huruf & jo. Pasal 54 UU Nomor 30 Tahun 2004.
Isi sumpah jabatan Notaris adalah merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam
pelaksanaan jabatannya. Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang
dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji
jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. hanya dapat memberikan, memperiihatkan, atau
memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kulipan Akta, kepada orang yang
berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundeng-undangan.
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bukan dalam tahap Penyidikan atau penuntutan oleh Penyidik atau Penuntut
Urmum.

Menurut pendapat Penulis, pendapat diatas tidak serta merta benar.
Apabila Minuta Akta Notaris dan/atau fotokopi Minuta Akta diperlukan untuk
mencan suatu kebenaran materiil dalam suatu proses peradilan, baik dalam tahap
Penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maka dapatlah di{akukan pepgambilan
Minuta Akta dan/atan fotokopi Minuta Akta tersebut. Hal ini mengingat
diperlukannya Minuta Akta dan/atan fotokopt Minuta Akta tersebut untuk
mendukung pembuktian demi kepentingan proses peradilan.

Namun demikian, Penulis setuju bahwa hendaknya suatu Minuta Akta
dan/atau fotokopi Minuta Akta tidak dengan mudabnya dibenkan apabila tidak
ada relevansi yang kvat dengan perkara yang sedang dijalankan dalam suatu
proses peradilan. Sebagaimana Penulis utarakan sebelumnya, sebelum berlakunya
UU Nomor 30 Tahun 2004, penyitaan Minuta Akta dan/atan fotokopi Minuta
Akta yang masih berpedoman kepada penyitaan secara umum sesuai ketentuan
delam KUHAP hanya dapat dilakukan melalui Penetapan Pengadilan dimana
Ketua Pengadilan Negeri harus telah mempertimbangkan dengan cermat
mengenai relevan dan urgen tidaknya Penyidik melihat ataupun memperoleh
salinan/kutipan dari Minuta Akta yang disimpan Notans yang bersangkutan,
menentukan dalam Penetapannya apakah permohonan Penyidik itu dikabulkan
atau tidak.

Berdasarkan kepada Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomeor
MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986, Penyitaan Minuta Akta dan.atau
fotokopi Minuta Akta itupun dilakukan dengan ketentuan bahwa Penyidik hanya
diizinkan untuk membuat fotokopi dari Minuta Akia yang bersangkutan, yang
kemudian keabsahan sesuai denpan aslinya ditandatangani oleh Notaris yang
bersangkutan. Fotokopi tersebut dapat diajukan sebagai barang bukti seterusnya di
muka persidangan.

Dalam hal ini, pada masa sebelum berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004,
Ketua Pengadilan Negeri tentunya akan melakukan suatu pemeriksaan yang cukup

mendalam dan baru akan menetapkan mengabulkan permohonan penyitaan
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Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta. Dan perlindungan hukum terhadap
Notaris atas penyitaan Minuta Akta Notaris dirasakan cukup besar ketika itu.

Pada dasamya, ketentuan yang saat ini berlaku mengenai pengambilan
Minuta Akta Notaris telah menerapkan sistem persetujuan atau penolakan atas
permohonan baik dari Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim dimana
idealnya suatu ijin hanya diberikan apabila ada hal-hal tertentu yang dianggap
diyakini bahwa Minuta Akta Notaris yang bersangkutan benar-benar diperlukan
dalam mendﬁkung suatu proses peradilan. Majelis Pengawas Daerah akan
membentuk suatu tim dan mengadakan Rapat untuk memperoleh suatu keyakinan
apakah Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta tersebut diperlukan atau tidak
untuk diberikan kepada yang bermohon.'” Namun demikian, alasan-alasan
permohonan pengambilan Minuta Akta yang ditentukan dalam ketentuan yang
berlaku tidak cukup memadai dalam hal apakah suatu permohonan pengambilan
Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta dapat ditolak.

Dalam praktiknya, Majelis Pengawas Daerah akan menyetujui suatu
permohonan apabila syarat-syarat dan prosedur telah dipenuhi. Majelis Pengawas
Daerah beranggapan bahwa karena ketentuan yang berlaku sudah mengatur
demikian, artinya sepanjang terpenuhi alasan dan telah bermohon secara tertulis,
Majelis Pengawas Daerah akan memberikan persetujuannya karena tidak mau
menghambat suatu proses peradilan.

Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki opsi untuk menolak permintaan
Penyidik atas kopi dari Minuta Akta dan dokumennya karena nantinya perbuatan
tidak memberikan persetujuan tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan
undang-undang itu sendiri.'?®

Dalam hal ini, terdapat ketentuan mengenai jangka waktu Majelis
Pengawas Daerah untuk memberikan jawaban atas permohonan, yaitu 14 (empat

'? Lihat Pasal 16 Permenkumham M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Salah satu kewenangan
Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah:
membertkan persetujuan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk proses
peradilan dan menyershkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada
Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Nolaris.

12 Tim Pengkajian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta,
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Hukum Tahun 2009, (Jakana: Kantor Wilayash
Departemen Hukum dan HAM DK Jakarta, 2009), hal. 45.
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belas) hari. Apabila waktu tersebut terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah
dianggap telah memberikan persetujuan. Majelis Pengawas Daerah mengalami
kendala untuk memperoleh keyakinan apakah suatu Minuta Akta dan/atau
fotokopi Minuta Akta itu harus diberikan persetujuan pengambilannya atau tidak,
antara Jain keterbatasan waktu dan anggaran, juga adanya beban pekerjaan.

Keterbatasan waktu adaleh karena Rapat harus dihadiri oleh 3 (tiga) unsur
dari Majelis Pengawas Daerah, yaitu Akademisi, Pemerintah, dan Notaris,
walaupun tidak harus dihadiri oleh 9 (sembilan) orang dari ketiga unsur tersebut,
cukup dengan 3 (tiga) orang dan terpenuhi semua unsur, untuk menyesuaikan
waktu dan menjadwalkan sesuai dengan jadwal seluruh unsur adelah sulit.
Kemudian mengenai anggaran, juga tidak cukup dianggarkan dana untuk
dialokasikan untuk operasional dan biaya lainnya bagi Majelis Pengawas Daerah.
Beban pekerjaan adalah karena Pegawai Negen Sipil, Dosen, ataupun Notaris
menjadi rangkap karena selain menjalankan pekerjaan pokoknya juga merangkap
sebagai Majelis Pengawas Daerah.

Mengenai perlindungan terhadap Notaris sendiri atas Akta yang dibuatnya,
sepanjang telah dilaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut maka
seorang yang menjalankan jabatan Notaris adalah “kebal hukum”. Artinya Notaris
tidak dapat dihukum oleh karena atau berdasarkan perbuatan yang dilakukannya
menurut UU yaitu melakukan perbuatan mengkonstaticr maksud/ kehendak dar
pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat
dibuktikan dengan akte otentik.'?’

Perlindungan hukum terhadap pengambilan Minuta Akta Notaris, dengan
berlakunya Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan Permenkumham Nomor
M.03.HT.03.10 Tahun 2007, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur bahwa
untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta diperlukan
persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Sepanjang telah ada persetujuan atau
ijin dimaksud, Notaris tidak dapat dipersalahkan memberikan fotokopi Minuta
Akta atan meminjamkan Minuta Akia untuk dicocokkan atan diuji sesuai
keperluan untuk kepentingan proses peradilan. Pun, Minuta Akta tetap dibawa

127

Jusuf Patrianto Tjehjono, “Apakah Notaris Tunduk pada Prinsip Equslity Before the
Law?", <http://groups.yahoo.com/group/Notaris_Indonesia/message/1 712>, 31 Maret 2008.
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atau dipegang di tangan Notaris yang bersangkutan dan apabila pencocokan
belum selesai dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik, Minuta Akta
bersangkutan dibawa pulang kembali oleh Notaris dan besoknya dibawa kembali
oleh Notaris apabila masih diperlukan untuk diuji. Minuta Akta Notaris tidak
dapat disimpan menginap di Pusat Laboratorium Forensik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Winanto, menurut Pak Winanto
apabila ditanyakan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris, pengertiannya
adalah apakah kefcntuan yang sekarang adalah lebih baik daripada ketentban yang
lama. Jawabannya adalah hal ini harus dikaitkan dengan sejarah mengenai
pengawasan yang dujunya dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan sekarang
pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Sebelum berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004, pengawasan,
pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan
peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam pasal 140
Reglement op de Rec/nalijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23),
Pasal 96 Reglement Buitengewesten, Pasal 3 Ordonantie Buitenigerechtelijke
Verrichtingen (Lembaran Negara 1946 Nomor 135), dan Pasal 50 PJN, kemudian
Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah
Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32'*® dan Pasal 54'” Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum
dan Mahkamah Agung. Kemudian diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pengawasan
terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri
KeHakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 Tentang Tata Cara Pengawasan,
Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 UU Nomor
8 Tahun 2004."

'% Kepala Pengadilan Negeri mengawasi pekerjaan Notaris di dalam daerah hukumnya.

'® pengawasan tertinggi atas Notaris dan penasehat hukum dilakukan oleh Mahkamah
Apung.

130 Adjie (a), op. cit., hal. 232-233.
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Dalam hal ini, dalam ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya UU
Nomor 30 Tahun 2004, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1965, Mahkamah
Agung hanya memiliki kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari
segi organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan, menjadi otoritas atau
kewenangan Departemen Kehakiman, termasuk di dalamnya pengawasan
terhadap Notaris. Yang mengangkat Notanis adalah Menteri Kehakiman.
Mahkamah Agung berada di bawah Departemen Kechakiman. Sehingga,
pengawasan Notaris oleh Departemen Kehakiman dapat dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri yang merupakan badan peradilan umnum yang berada di bawah
Mahkamah Agung.

Setelah itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Keknasaan Kehakiman, pembinaan teknis, organisasi, administrasi, dan
finansial Penpadilan, menjadi otoritas atau kewenangan Mahkamah Agung, tidak
lagi otoritas dari Departemen Kehakiman. Pengawasan terhadap Notaris menjads
kewenangan Pengadilan sepenuhnya.

Dengan berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal S-nya diatur
bahwa pembinaan teknis peradilan, orgamisasi, administrasi dan finansial
Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sejak pengalihan kewenangan
tersebut, Notaris yang diangkat oleh Menteri tidak tepat lagi jika pengawasannya
dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan.'*'

Kemudian diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum (UU Nomeor 8 Tahun 2004) bahwa Ketua Pengadilan Negeri
melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan
melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua
Mahkamzh Agung, dan Menteri yang tugas dan tangpgung jawabnya meliputi
jabatan notaris. Sehingga, Menteri Kehakiman dapat melakukan tindakan terhadap
Notaris berdasarkan laporan Ketua Pengadilan Negeri dan setelah mendapat
pendapat danri Organisasi Notaris.

UU Nomor 30 Tahun 2004 mencabut dan menyatakan tidak berlaku
ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2004 tersebut. Oleh karena itu,

"™ 1bid | hal. 233.
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dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 diatur bahwa Menteri melakukan pengawasan
dan pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis
Pengawas.

Dengan demikian, sejalan dengan pengawasan terhadap Notaris yang
dilakukan oleh Mentern Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk
Majelis Pengawas Notaris, maka Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung,
vang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Negen, tidak lagi memiliki
otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. '32

Selanjutnya membahas mengenai ketentuannya sendir, dalam hal ini,
dalam Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 tidak diatur secara detail mengenai
prosedur pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta.

Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 mengatur bahwa:

1) Untuk kepentinpan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau

Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

a. mengambil fotokopli Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notars dalam
penyimpanan Notaris; dan

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada
dalam penyimpanan Notaris.

2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Dalam Pasal 66 diatas memang banya diatur mengenai pengambilan
fotokopi Minuta Akta saja, tidak termasuk pengambilan Minuta Akta. Akan
tetapi, judul Bab VIII yang mengatur Pasal 66 ini adalah Tentang Pengambilan
Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Mengenai hal ini, berdasarkan hasil
wawancara dengan Pak Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hurn'* , mengapa judul
Bab berlainan dengan isi Pasal, bahwa judul Bab tersebut adalah pengambilan

2 YU Nomor 4 Tahun 2004 saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan
diundangkannya UU Momor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 8 Tahun
2004 masih berlaku dengan perubahan dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

13 Wawancara dilakukan pada 14 April 2010,
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Minuta Akta sedangkan isinya hanya mengenai pengambilan fotokopi Minuta
Akta, adalah dikarenakan dalam judul dipakai istilah Minuta Akta untuk
menunjukkan bahwa Minuta Akta adalah asli Akta Notaris yang merupakan arsip
negara yang disimpan oleh Notaris. Minuta Akta adalah milik negara, aset negara,
sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan terhadap suatu milik negara. Sehingga,
dalam ist Pasal, yang diatur adalah pengambilan fotokops Minuta Akta.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan
Permekumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan
Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 pada tanggal 8 Nopember 2007.. Dalam
Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, tidak hanya diatur mengenai
pengambiian fotokopi Minuta Akta, juga pengambilan Minuta Akta. Namun dapat
dipahami disini bahwa pengambilan Minuta Akta yang dimaksudkan disini
tidaklah pengambilan sebapgaimana halnya pengambilan fotokopi Minuta Akta
Hal ini akan diterangkan lebih fanjut dibawzh ini.

Menurut Miftachul Machsun, atas ketentuaii dalam UU Nomor 30 Tahun
2004 dan Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 dapat disikapi
sebagai berikut;'**

a. Judul Bab VIII yang memuat 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 66 adalah tentang
“Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.”,

b. Dalam Pasal 66 tersebut tidak ada larangan secara tegas tentang
pengambilan Minuta Akta;

c. Pengambilan Minuta sebagaimana dimaksudkan dalam Permenkumham
Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 bukan dimaksudkan untuk diambil
alih oleh Penyidik, Penuntut Umum ataupun Hakim, melainkan sekedar
dipinjamkan untuk keperluan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik;

d. Segala warga negara (termasuk di dalamnya yang bersatus sebagai
Notaris) bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemenntahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

114

Miftahul Machsun, Beberapa Persvalan yang Dihadapi atau Mungkin Dihadapi
Notaris don PPAT dalam Melaksanakan Jabatan Berikut Solusinya, (Makaloh disampaikan pada
Pembekalan Kongres XX lkatan Notaris Indonesia, 28 Januari 2009).
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e. Syarat-syarat yang diperlukan dalam pengambilan Minuta Akta
sedemikian berat, yang salah zatu diantaranya termuat dalam Pasal 43
KUHAP yang selengkapnya berbunyi: “Penyitaan surat atau tulisan dari
mereka yang  berkewajiban menurut undang-undang  untuk
merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, kepadanya
dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua
pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 2 jo. Pasal 8 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007
mengatur bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atan Hakim untuk kepentingan
proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta/fotokopi Minuta Akta dan atau
surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akia atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk
membawa Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta
atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan
permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dengan memuat alasannya;
tembusan permohonan disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Dalam hal ini, terlihat bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan
permohonan pengambilan fotokopi Minuta Akia adalah:

a. Penydik,
b. Penuntut Umum, atau
¢. Hakim.

Dengan demikian, selain ketiga pihak diatas fotokopi Minuta Akta, tidak
ada pihak lain yang dapat mengajukan permohonan pengambilan fotokopi Minuta
Akta. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
Adapun permohonan memuat alasan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan
tembusannya disampaikan kepada Notaris.

Untuk syarat pengambilan fotokopi Minuta Akta diatur dalam Pasal 3
Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, yaitu:

a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau

surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris
dalam penyimpanan Notaris; atau

Universitas Indonesia

Tinjauan mengenai..., Alfi Renata, FH Ul. 2010.




75

b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa
dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Untuk syarat pengambilan Minuta Akta diatur dalam Pasal 9

Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, yaitu:

a) ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau
surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notarns
dalam penyimpanan Notaris;

b) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketenman tentang daluwarsa
dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

¢} ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;

d) adadugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akia; atau

¢) ada dugaan Notanis melakukan pemunduran tanggal Akta (antidatum).

Syarat “ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau
surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris” memiliki pengertian yang sangat lvas. Dalam hal ini,
tindak pidana yang dapat menjadi alasan dapat berupa tindak pidana apapun.
Sementara yang menentukan adanya dugaan suatu tindak pidana adalah pemohon
itu sendiri, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim Majelis Pengawas
Daerah tidak dapat dan tidak berwenang menentukan bahwa ada atau tidak ada
suatu dugean tindak pidana. Mengenai kata-kata dugaan tindak pidana yang
dimaksud “berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan
pada Minuta Akta atau protokol Notaris” pun tidak mudah bagi Majelis Pengawas
Daerah untuk menentukan benar atau tidak dugaan tindak pidana yang dilakukan
terkait dengan Minuta Akta, karena tidak dapat memasuki ranah Penyidikan atas
suatu perkara.

Mengenai syarat belum pugurnya hak menuntut berdasarkan ketentuan
tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana. Dalam
perkara pidana, ada beberapa penyebab gugurnya hak untuk menuntut hukuman
dimaksud, yaitu:

1) meninggalnya pelaku (Pasal 77 KUHP};

2) adanya asas hukum ne bis in idem (Pasal 76 KUHP);
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3)

4)
5)
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sudah daluwarsa atau sudah lewat waktuwkesempatannya untuk
menuntut (Pasal 78 KUHP);

penyelesaian perkara diluar pidana (Pasal 82 KUHP);

amnesti dan abolisi dari Presiden (Pasal 14 UUD 1945)."%

Daluwarsa yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP adalah bahwa hak
menuntut hukuman gugur setelah jangka waktu atau karena daluwarsa:

)

2)

3)

4)

mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan
percetakan, sesudah satu tahun;

mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana
kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam
tahun; '

mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari
iga tahun, sesudah dua belas tahun;

mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas

tahun, masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi sepertiga.
Berdasarkan Pasal 79 KUHP, tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari
sesudah perbuatan dilakukan, kecnali dalam hal-hal berikut.

)

2)

mengenai pemaisuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai
berlaku pada hari sesudeh barang yang dipalsu atau mata vang yang
dirusak digunakan oleh si pembuat;

mengenai kegjahatan tersebut dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333,
tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh
kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;

Pasal 328 KUHP adalah mengatur mengenai tindak pidana
penculikan. Pasal 329 KUHP dipandang tidak perlu lagi. Pasal 330
KUHP mengatur mengenai tindak pidana menarik seseorang yang

befurn cukup umur dan kekuasaaan yang berhak atau dar pengawasan

% Tim Pengkajian Hukum Kantor Wilayeh Departemen Hukum dan HAM DK lakarta,
op. cif., hal. 45.
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orang yang berwenang untuk itu. Pasal 333 KUHP mengatur
mengenai tindak pidana perampasan kemerdekaan orang iain.
mengenai pelanggaran tersebut pada Pasal 558 a KUHP, tenggang
dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-
pelanggaran itu, menpurut aturan-aturan umum yang menentukan
bahwa register-register burgelijke stand harus dipindah ke kantor
panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Daluwarsa menuntut hukuman dapat dicegah dan dihindari dengan cara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHP, yaitu bahwa:

1)

2)

tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan
itu diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan
kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum;

sesudah dihentikan, dimulai tenggang daluwarsa baru.

Apabila alasan pengajuan permohonan pengambilan folokopi Minuta Akta
bukaniah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2> Permenkumham, yaitu:

a

adanya dugaan tindak pidana. Apabila tidak ada dugaan tindak pidana
yang terkait dengan Akta yang dibuat oleh Notaris yang menyebabkan
diperlukannya fotokopi Minuta Akta dimaksud, Majelis Pengawas
Daerah tidak memberikan persetujuannya

belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa
dalam peraturan perundang-undangarn di bidang pidana. Apabila telah
lewat masa hak menuntut, Majelis Pengawas Daerah tidak
memberikan persetujuannya.

Persetujuan Majelis Pengawas Daersh atas pengambilan fotokopi Minuta
Akta/Minuta Akta diberikan setelah Majelis Pengawas Daerah mendengar
keterangan dari Notaris yang bersangkutan (Pasal 4, Pasal 10 Permenkumham
Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007).

Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut, atas permohonan pengambilan

fotokopt Minuta Akta dan atau Minuta Akta yang diajukan sebagaimana

dimaksud, Majclis Pengawas Daerah akan memanggil Notaris yang bersangkutan

untuk didengar keterangannya mengenai Akia yang bersangkutan di dalam suatu

sidang. Persetujuan atavw penolakan atas permohonan pengambilan fotokopi
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Minuta Akta dan atau Minuta Akta diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah
setelah dilakukannya sidang dimaksud.

Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak
memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya
14 hari (kerja) sejak tanggal diterimanya permohonan dimaksud; dan apabila
jangka waktu terlampaui Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui. (Pasal
6, Pasal 12 Permenkumham Nomeor M.03.HT.03.10 Tahun 2007).

Ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 12 Permenkumham ini merupakan
ketentuan jangka waktu bagi Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan
jawaban atas permohonan pengambilan fotokopi Minuta Akta/Minuta Akta, yaitu
dalam 14 (empat belas) hari. Dengan lewatnya jangka waktu dimaksud, maka
Majelis Pengawas Dacréh dianggap menyetuju.

Dalam contoh-contoh permohonan dari Penyidik, Penuntut Umum, dan
Hakim terhadap Ketua Majelis Pengawas Daerah yang Penulis dapatkan, beberapa
diantaranya berisi pula mcnpenai permohonan persetujuan penghadiran Notaris
sebagai saksi, selain mengenai permohonan persetujuan pengambilan Minuta Akta
dan atau fotokopi Minuta Akta, beserta surat-surat yang dilekatkan pada Minuta
Akta. Contoh-contoh dibawah tidak akan membahas mengenai permohonan
persetujuan penghadiran Notaris sebagai saksi, karena tidak termasuk pembahasan
dalam penelitian ini, melainkan mengenai permohonan persetujuan pengambilan
Minuta Akta dan atau fotokopi Minuta Akta, beserta surat-surat yang dilekatkan
pada Minuta Akta.

Dari surat-surat permohonan yang Penulis dapatkan, dapat disimpulkan
bahwa surat permohonan berisikan:

a. Tanggal dan tempat pembuatan surat. Hal ini penting untuk

mengetahui batasan 14 (empat belas) hari sebagaimana temyata dalam
Pasal 6 dan Pasal 12 Permenkumham, dalam hal batas jawaban
Majelis Pengawas Daerah apakah menyetujui atau menolak
permohonan dimaksud, dimana apabila batas waktu 14 (empat belas)
hari terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.
Dalam hal ini, berdasarkan wawancara dengan Bapak Diana, S.H.,
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M.Si. Anggota Majelis Pengawas Daerah Jakarta Timur,'® surat
permohonan biasa disampaikan langsung kepada Majelis Pengawas
Daerah, untuk lebih menjamin kepastian tanggal di dalam surat adalah
sama dengan tanggal penerimaan surat dengan memberikan tanda
penerimaannya, sehingga tidak terjadi ketidakpastian penghitungan
batas waktu 14 (empat belas) hari dimaksud.

Surat dituyjukan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah yang
berwenang. Dalam hal ini, apabila Minuta Akta dan atau fotokopi
Minuta Akta yang hendak dimohonkan persetujuan pengambilannya,
ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah wilayah mana tempat
kedudukan  Notaris yang  bersangkutan Misalnya, Notaris
berkedudukan di Jakarta Pusat, maka permohonan ditujukan kepada
Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat.

Dasar Hukum dari permohonan pengambilan Minuta Akta dan atau
fotokopi Minuta Akta. Dalam hal ini, adalah Pasal 66 UU Nomor 30
Tahun 2004 dan Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007.
Tindak pidana yang terkait atau berkaitan dengan Minuta Akta dan
atau fotokopi Minuta Akta yang dimohonkan persetujuan
pengambilannya. Misalnya, tindak pidana pemalsean, menyuruh
menempatkan keterangan palsu, penggelapan, tindak pidana di bidang
perpajakan, perbuatan tidak menyenangkan, penipuan, dan
schagainya.

Judul Akta, serta anggal dan nomor Akta atas Minuta Akta dan atau
fotokopi Minuta Akta yang dimchonkan ijin pengambilan Minuta
Akia dan atau fotockopi Minuta Akta-nya, juga nama Notaris dan
tempat kedudukan Notaris yang dimaksud.

Alasan dimohonkannya pengambilan Minuta Akta atau fotokopi
Minuta Akta. Pada dasarnya, alasan yang dicantumkan adalah untuk
keperluan Penyidikan. Namun dalam hal pengambilan Minuta Akta,
biasanya lebih spesifik dikatakan alasannya, misalnya untuk tindak
pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta

" Wawancara dilakukan pada 8 Maret 2010.
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otentik dan menggunakan Akta otentik palsu, Minuta Akta diperlukan
sebagai bahan pembanding dalam ranpgka pemeriksaan secara
laboratoris tanda tangan Tn. X yang tedapat pada lembar kwitansi,
diduga tanda tangan telah dipalsukan.

g. Surat-surat permohonan di-print diatas kertas kop institusi pemohon
yang bersangkutan. Selain itu, diberi nomor. Misalnya, di-print diatas
kertas kop Kepolisian, Penyidik Pajak, Komisi Pemberantasan
Korupsi.

Isi dari surat jawaban Majelis Pengawas Daerah atas permohonan
pengambilan Minuta Akta dan atau fotokopi Minuta Akta, beserta surat-surat vang
dilekatkan pada Minuta Akta, ada dva kemungkinan. Yaitu, memberikan
persetyjuan/ijin atau tidak memberikan persetujuan/ijin.

Adapun kerangka dari surat jawaban dari Majelis Pengawas Daerah
adalah:

Tanggal dan tempat pembuatan surat.

b. Nomor dan perihal surat. Dalam hal ini, nomor berdasarkan nomor
urut administrasi intern Majelis Pengawas Daerah.

¢. Perihal surat adalah tergantung dari isi surat dikaitkan dengan
permohonan, misalnya

d. Di dalam surat jawaban, tercantum bahwa adanya surat jawaban
adalah merujuk pada surat permohonan tanggal sekian nomor sekian,
serta dasar hukum yang berlaku, dalam hal ini Pasal 66 UU Nomor 30
Tahun 2004 dan Permenkumham, juga berdasarkan sidang tanggal
sekian.

e. Isi surat jawaban, memberikan ijin atau tidak memberikan ijin. Surat
yang berisi persetujuan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, berisi
persetujuan/pemberian ijin pengambilan fotokopi Minuta Akta. Di
samping itw, dapat berisi persetujuan/pemberian ijin peminjaman
Minuta Akta untuk diperiksa di laboratorium kriminologi dengan
didampingi Notans yang bersangkutan. Dapat pula berisi
persetujnan/pemberian ijin peminjaman Minuta Akta dan dibenkan
fotokopi Minuta Akta yang telah dilegalisir.
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Isi surat dapat pula berisi penolakan atas permohonan. Alasannya

bervariasi, antara lain sebagai berikut:

a) tidak memberikan ijin untuk diberikan fotokopi Minuta Akta yang
dilegalisir dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau
protokol Notaris, karena yang bersangkutan sudah pensiun. Majelis

Pengawas Daerah memberikan saran agar Penyidik mengajukan

permohonan kembali untuk mendapatkan dokumen Notaris yang
bersangkutan kepada pemegang protokol melalui Majelis Pengawas
Daerah.

b) tidak memberikan ijin karena karena bukan kewenangan Majelis
Pengawas Daerah yang bersangkutan, karena Notaris bersangkutan
berada pada wilayah lain, schingga ditujukannya kepada Majelis
Pengawas Daerah wilayah lain tersebut.

c) tidak memberikan ijin untuk diberikan fotokopi Minuta Akta
karena Notaris bersangkutan bukan sebzgai pemegang protokol
dari Notaris yang dimaksud, hanya sebagai Notaris Pengganti
ketika itu.

Dapat disimpulkan bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun
2007, maka Majelis Pengawas Daerah wajib untuk memberikan persetujuan atas
pemohonan pengambilan fotokopi Minuta Akta. Berdasarkan hasil wawancara,
pada prinsipnya Majelis Pengawas Daerah akan memberikan persetujuan, apabila
memang fotokopi Minula Akta yang dimohonkan pengambilannya adalah dibuat
oleh Notaris yang bersangkutan atau berada dalam protokol Notaris yang
bersangkutan. Majelis Pengawas Daerah dalam hal ini tidak ingin menghambat
proses peradilan yang sedang berlangsung.

Pembenan fotokopi Minuta Akta dari Notaris kepada Penyidik, Penuntut
Umum, atau Hakim disertai dengan berita acara serah terima (Pasal 7
Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007). Sedangkan untuk Minuta
Akta, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim hanya dapat meminta Notaris untuk
membawa Minuta Akia untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik mengenai
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keabsahan tanda tangan dan/atau cap jempol pada han yang ditentukan (Pasal 13
ayat (1) Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007).

Ketentuan ini berlaku bahwa dalam hal Minuta Akta diperlukan untuk
diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik, Minuta Akta tidak boleh terlepas dari
Notaris. Notaris akan tetap memegang Minuta Akta di tangannya. Menurut hasil
wawancara, Notaris akan membawa satu bundel dimana di dalamnya terdapat
Minuta Akta yang akan diperiksa. Dan selama pemeriksaan, Notaris akan
menunggit sampai pemeriksaan selesai.

Dalam hal pemeriksaan belum selesai pada hari yang ditentukan, maka
Notaris membawa kembali Minuta Aktanya untuk diperiksa kembali pada hari
yang akan ditentukan. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan dilakukan tidak boleh
berlanjut ke har berikutnya (tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam), melainkan
dikembalikan dulu pada Notaris yang bersangkutan untuk kemudian keesokan
harinya atau pada hari yang ditentukan dilakukan pemeriksaan kembali.

Apabila pemeriksaan telah selesai dilakukan maka Minuta Akta diserahkan
kembali kepada Notaris yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (2)
dan (3) Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Disinilah letak
perbedaan antara pengambilan fotokopi Minuta Akta dengan pengambilan Minuta
Akta. Minuta Akta Notaris tidak dapat diserahkan sepenuhnya, mclainkan tetap
berada di dalam penguasaan Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, Notaris
tetap bertanggung jawab terhadap Minuta Aktanya. Kemudian, setelah
pemeriksaan terhadap Minuta Akta Notaris selesai dilakukan, Minuta Akta
tersebut dikembalikan kepada Notaris.
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BAB 3
PENUTUP
SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka Penulis berkesimpulan

sebagai berikut.

1.

Bahwa Minuta Akta Notaris diperlukan untuk kepentingan proses
peradilan adalah untuk mendukung pembuktian dalam hal ada dugaan
tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan
Notaris; belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang
daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana, ada
penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak; ada dugaan
pengurangan atau penambahan dan Minuta Akta; atau ada dugaan Notaris
melakukan pemunduran tanggal Akta (antidatum).

Bahwa prosedur pengambilan Minuta Akta Notaris yang bersangkutan
adalah dengan melalui permohonan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau
Hakim secara tertulis yanz didalamnya memuat alasan permohonan
kepada Majelis Pengawas Daerah wilayah mana Notaris yang
bersangkutan berkedudukan. Majelis Pengawas Daerah membenkan
persetujuan apabila alasan-alasan pengambilan Minuta Akta terpenuhi.
Persetujuan Majelis Pengawas Daerah dibenkan setelah mendengar
keterangan dari Notaris yang bersangkutan. Majelis Pengawas Daerah
wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara
tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung
sejak diterimanya sural permohonan, dan apabila jangka waktu terlampaui,
maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui. Setelah mendapat
perselyjuan dari Majelis Pengawas Daerah, Notaris membawa Minuta
Akta yang dimaksud untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik.

Pada dasarnya, kedudukan Minuta Akta Notaris sebagai alat bukti
merupakan alat bukti yang sempurna sepanjang dipenuhi syarat-syarat
formil dan materiil suatu Akta Otentik, dan sepanjang tidak dapat
dibuktikan mengandung kepalsuan dan dibuktikan sebaliknya. Dalam hal
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Minuta Akta Notaris telah diuji keabsahannya di Pusat Laboratorium
Forensik dan identik, kedudukan Minuta Akta adalah alat bukti yang
sempurna. Sebaliknya apabila setelah diuji keabsahannya di Pusat
Labotarorium Forensik dan terbukti adanya kepalsuan, maka Minuta Akta
Notaris tidak lagi menjadi alat bukti yang sempurna. Adapun Minuta Akta
Notaris tersebut bukan sebagai alat bukti yang berdin sendiri dalam
perkara pidana, melainkan harus disertai alat bukti sah yang lain.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pengambilan Minuta Akta
Notaris saat ini memberikan perlindungan hukum bagi Notaris yang
bersangkutan dalam batasan Notaris dapat memberikan Minuta Akta yang
bersangkutan sesuai prosedur yang berlaku dengan persetujuan dari
Majelis Pengawas Daerah setempat atau dengan lewatnya waktu dan
dengan tidak diserahkan begitu saja, melainkan Notaris yang bersangkutan
tetap membawa Minuta Akta sampai pada dilakukannya pemeriksaan atas
Minuta Akta dan dikembalikan kepada Notaris seielah selesai pemeriksaan

SARAN

Adapun saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut.

Notaris hendaknya membuat Akta seswai dengan ketentuan yang berlaku
menurut unc-iang-undang demi menjaga harkat dan martabat Notaris dan
demi kepentingan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti tertulis
yang berkekuatan sempuma.

Untuk kepentingan semua pihak, sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait,
khususnya Notaris, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, juga terhadap
Majelis Pengawas Daerah mengenai tata cara dan syarat-syaral mengenai
ketentuan pengambilan Minuta Akta Notaris hendaknya perlu
ditingkatkan. Dengan demikian, seluruh pihak yang terkait dalam proses
ini dapat mengetahui dan dapat bertindak secara tepat. Notaris tidak
khawatir apabila terhadap Minuta Akta Notaris yang bersangkutan hendak
dilakukan pemeriksaan, dan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam
melakukan pengambilan Minuta Akta Notaris dapat menjalankan tugasnya

dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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PERATURAN MENTER] HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR M.02.HT.03.10 TAHUN 2007
TENTANG
PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKLUM DAN HAK ASAS] MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk mengatur syarat dan tata cara pengambilan minuta akta atau fotokopi minuta akta
dan pemanggilan Notaris yang ditenlukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris perdu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris,

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4432);

2, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraluran Presiden Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisosi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia;

3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon | Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-
PR.07.09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia,

MEMUTUSKAN:

Menetapken:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGAMBILAN
MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalabh pejebat urnum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tenmang Jabatan
Notaris,

2, Notaris Pengganti adalzh seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notars untuk

menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan
menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

3. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk
membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris
karena di dalam satu daersh kabupaten atau kota terdapat hanya secrang Notaris,
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sedangkan Nolaris yang bersangkutan menunut ketentuan Undang-Undang tenlang Jabatan
Notaris tidak boleh membuat akta dimaksud.

4. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris
untuk menjatankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhantikan, atau diberhentikan
sermentara.

5. thinuta Akta adalah asli Alda Notaris.

6. Prolokol Nolaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus
disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

7. Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan
kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang
berkedudukan di kabupalen atau kota.

8. Hari adalah hari ketja.

BAB It

SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN/ATAU SURAT-
SURAT YANG DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA ATAU PROTOKOL ROTARIS DALAM
PENYIMPANAN NOTARIS

Pasal 2

{1)  Penyidik, Pepuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat
mengambil fotokopi Minuta Akta danfatau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau
Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis
kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Permmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada
Notaris.

{3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memuat alasan pengambilan fotokopi
Minuta Akta danfatau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akia atau Protokol Notaris
dalam penyimpanan Notaris.

. Pasal 3

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan folokopi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:

a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuts Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atav Protokol Nolaris dalam penyimpanan Notaris; atau

b. belum gugur hak menuntul berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan
penundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 4

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 3 diberikan setelah
mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan,

Pasal 5

Majelis Penrgawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, alau
Hakim untuk pengambilan folokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

{1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan alau tidak memberikan
persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas} hari terhitung
sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
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(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terlampaui, maka Majelis
Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 7
Notaris memberikan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Penyidik,

Penuntut Umum, atau Hakim, disertai berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Nolaris
dan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

BAB Il
SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN/ATAU SURAT-SURAT YANG

DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA ATAU PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN
NOTARIS

Pasal 8

(1)  Penyidik, Penuntut Umurn, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat
mengarbil Minuta Akta darv/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau
Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang
bersangkutan untuk membawa Minula Akia dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada
Minuta Akta atau Protokel Notaris dalam peryimpanan Notaris dengan mengajukan
parmohonan tertulls kepada Majells Pengawas Daerah,

{2y Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tembusannya disampaikan kepada
Notarts.

(3) Permochonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memuat alasen pengambilan Minuta
Akla dan/ atau surat-surat yang dilekaikan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Nolaris.

Pasal 9

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau
surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akia atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notanis
sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:

a. ada dugean tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akia danfatau surat-surat yang
dilekalkan pada Minuta Akta alau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan
perundang-undangan di bidang pidana;

c. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau
e. ada dugaan Nolaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidaturn).

a

Pasal 10

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setelah
mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan,

Pasal 11

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minula Akta dan/atau
surat-surat yang dllekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), apabila idak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12
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(1} Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau lidak memberikan
perselujuan secara lertulis dalam jangka waklu paling lama 14 (empat belas) hari terhilung
sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2r Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tefampaui, maka Majelis
Pengawas Daerzh dianggap menyetujui.

Pasat 13

(1)  Penyidik, Penuntut Umum, alau Hakim, setelah mendapat persetujuan dari Majelis
Pengawas Daerah, merninta Notars untuk membawa Minuta Akta yang dibuainya dan/atau
Minuta Akta Nolaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya, untuk diperiksa di
Puszt Laboratorium Forensik mengenai keabsahan tanda langan danfatau cap jempol yang
tertera pada Minuta Akta pada han yang dilentukan.

{2) Dalam ha! pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang
berada dalam penyimpanan protokolnya tidak dapat diselesaikan pada hari yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Notaris membawa kembali Minuta
Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan
protokolnya untuk diperiksa ulang pada hari yang akan ditentukan.

{34 Datam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuainya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang
berada dalam penyimpanan protokolnya telah selesai dilaksanakan maka Minuta Akta yang
dibualnya dan/atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya
diserahkan kembali kepada Notaris.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PEMANGGILAN NOTARIS

Pasal 14

(1)  Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim unfuk kepentingan proses peradilan dapat
memanggil Notaris sebagal saksi, tersangka, atau lerdakwa dengan mengajukan
permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

{2} Pemmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada
Notaris.

(3} Permobonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memuat alasan pemanggitan Notaris
sebagai saksi, tersangka, alau terdakwa.

Pasal 15

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Motaris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) apabila

a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta danfatau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau;

b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan lentang daluwarsa datam peraturan
perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 16

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan setelah
mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 17
Majelis Pengawas Daerah tlidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau

Hakim untuk pemanggilen Notaris sebagai saksl, tersangka, atau terdakwa apablia tidak
memenuhi kelentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
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Pasal 18

(1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan
persetujuan secara terlulis dalam jangka waktu paling lama 14 {empat belas) hari terhitung
sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2}  Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka Majelis
Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, berlaku juga bagi Notaris
Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada langgal diletapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 08 Nepember 2007
MENTER! HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ANDI MATTALATTA
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